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ABSTRAK 
 
Anjar Kurniawan, 2010, Kinerja Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olah Raga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten 
Karanganyar, Skripsi. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Wajib belajar 
sembilan tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994 mempunyai target bahwa 
pelajaran 2003/2004 semua anak usia 13-15 tahun mendapat layanan pendidikan 
dasar. Permasalahan utama yang sering muncul dalam mensukseskan pelaksanaan 
program wajib belajar sembilan tahun adalah bagaimana menjamin bahwa anak-
anak yang telah lulus SD bisa melanjutkan pendidikan kejenjang SMP, baik SMP 
biasa, SMP terbuka atau melalui program Paket B. Sebagiaan besar anak-anak 
yang mengalami dropout sesunguhnya mempunyai cukup waktu luang yang dapat 
dipergunakan untuk mengikuti pendidikan seandainya sarana yang dapat 
dipergunakan untuk mengikuti pendidikan jika sarana dan bantuan tersedia. 
Kondisi ini tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di 
Kabupaten Karanganyar dalam ikut serta memfasilitasi adanya anak-anak yang 
drop-out atau tidak bisa menlanjutkan sekolah meskipun hanya sampai tingkat 
dasar (SD-SMP), dengan menyuelenggarakan pendidikan kejar paket A atau 
fasilitas lainnya 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program 
Wajib Belajar Sembilan Tahun dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam 
pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan (wawancara dan 
observasi) dan studi pustaka. Metode analisis data dengan analisis kualitatif 
dengan mendeskripsikan beragam informasi (penggalian dan pengumpulan data) 
dilapangan yang meliputi: catatan wawancara, catatan observasi, data resmi yang 
berupa dokumen/arsip, memoranda seseorang yang diteliti, memo yang dibuat 
peneliti, komentar pengamat. 
          Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan 
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dapat dilihat dari kajian dari masing-
masing indikator dari variabel penelitian ini, yakni : (1) kinerja Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib 
Belajar Sembilan Tahun, yakni  (a) Efektivitas, bahwa pelaksanaan program wajib 
relajar sembilan tahun telah didukung secara luas oleh seluruh elemen pemerintah 
Kabupaten Karanganyar dan instansi terkait serta di dukung oleh masyarakat 
karena masyarakatr yang paling membutuhkan pelaksanaan program wajib relajar 
sembilan tahun itu.(b) Responsivitas, bahwa pemerintah Kabupaten Karanganyar 
 vii
melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah memberi respon terhadap 
kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar warganya, terutama yang putus 
sekolah dasar dan memfasilitasi lepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 
melalui program wajib relajar sembilan tahun. (c) Kualitas pelayanan, melalui 
angka penilaian kerja yang telah ditetapkan ternyata untuk tingkat SD mencapai 
lebih dari 75 % dari sasaran yang ditetapkan, sedangkan untuk SMP telah 
mencapai 93 % dari angka standar yang ditetapkan.  
(2) Kendala-kendala dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan 
Tahun Pelaksanaan program wajar sembilan Tahun di Kabupaten Karanganyar 
sudah dapat dikatakan berhasil, namun masih terdapat kendala-kendala yuridis, 
yaitu belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang Wajib Belajar 
Sembilan Tahun. (3) Upaya-upaya yang ditempuh oleh Dinas pendidikan 
Kabupaten Karanganyar dalam mengatasi kendala-kendala.dalam rangka 
pelaksanaan Program Wajar Sembilan Tahun yaitu mengacu kepada peraturan 
penrudang-undangan yang relevan, terkait dengan Program Wajar Sembilan 
Tahun. 
 
 
Kata kunci : kinerja, wajib belajar sembilan tahun. 
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BAB I 
 xv
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Ada tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia (kompas : 4 
Januari 2005). Pertama, mempertahankan hasil yang telah dicapai. Kedua, mengantisipasi 
dampak negatif era globalisasi. Ketiga, melakukan perubahan dan penyesuaian sistem 
pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan yang lebih demokratis, 
memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta 
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk memecahkan persoalan-persoalan 
tersebut telah ditempuh beberapa kebijakan. Pertama, pendidikan berbasis masyarakat luas 
(broad based education) dengan orientasi kecakapan untuk hidup (life skills).  
Kebijakan ini selain terkait pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun juga 
sekaligus membekali peserta didik dimana lebih dari lapisan masyarakat besar di Indonesia 
yang akan bekerja, mengingat lebih dari 70 persen tamatan wajar sembilan tahun dan/tamatan 
SMA tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi (Kompas : 4 Januari 2005). Lebih-
lebih perkembangan ekonomi dewasa ini menurut kesanggupan pendidikan memiliki 
peraturan yang jelas dengan dunia kerja. Paradigma “school to work” harus mendasari 
kegiatan pendidikan. Sangat tidak realistis jika keluaran pendidikan dapat masuk dunia 
ekonomi tanpa memiliki life skills, seperti membaca dan menulis secara fungsional, mampu 
merumuskan dan memecahkan masalah secara operasional, mampu menghitung dengan atau 
tanpa bantuan teknologi, dan kemapuan teknologi dalam keragaman lapangan kehidupan. 
Kebijakan kedua, penerapan manajemen berbasis sekolah (termasuk kampus). 
Kebijakan ketiga yaitu pelaksanaan otonomi dan desenteralisasi di bidang pendidikan antara 
lain dengan pembentukan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan standardisasi mutu 
pendidikan, baik nasional, regional maupun internasional. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan 
itu diperkokoh melalui Undang-undang Nomor. 20 Th 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional yang baru.  
Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 
Tahun 2004, maka pengelolaan dan pelayanan pendidikan didesentralisasikan kepada 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Bahkan dengan semangat otonomi, pada akhirnya 
penyelenggaraan pendidikan itu sendiri harus menjadi tanggung jawab masyarakat setempat, 
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yaitu orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, pemimpin agama, bekerjasaman dengan 
pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu dan memberdayakan masyarakat 
agar mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya, potensi 
ekonomi, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, sesuatu prinsip 
penyelengaraan pendidikan berbasis masyarakat (community based education) dan 
pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (scholl based management). 
Terdapat beberapa komponen dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional 
yang perlu direstrukturisasi melalui program deregulasi. Program deregulasi melalui peraturan 
perundang-undangan sangat diperlukan untuk menjamin pemberdayaan masyarakat dalam 
pengelolaan dan pelayanan pendidikan secara adil dan merata yang dijamin dan dilindungi 
oleh hukum formal. 
Wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994 mempunyai target 
bahwa pelajaran 2003/2004 semua anak usia 13-15 tahun mendapat layanan pendidikan dasar. 
Permasalahan utama yang sering muncul dalam mensukseskan pelaksanaan program wajib 
belajar sembilan tahun adalah bagaimana menjamin bahwa anak-anak yang telah lulus SD 
bisa melanjutkan pendidikan kejenjang SMP, baik SMP biasa, SMP terbuka atau melalui 
program Paket B. Sebagiaan besar anak-anak yang mengalami dropout sesunguhnya 
mempunyai cukup waktu luang yang dapat dipergunakan untuk mengikuti pendidikan 
seandainya sarana yang dapat dipergunakan untuk mengikuti pendidikan jika sarana dan 
bantuan tersedia.  
Perhatian pemerintah dan masyarakat, harus diarahkan untuk mengatasi adanya 
berbagai faktor yang menjadi  penyebab  siswa yang lulus SD tidak mampu melanjutkan ke 
SMP atau anak terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan (drop-out). Kondisi ini tidak 
lepas dari peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karanganyar dalam 
ikut serta memfasilitasi adanya anak-anak yang drop-out atau tidak bisa menlanjutkan sekolah 
meskipun hanya sampai tingkat dasar (SD-SMP), dengan menyuelenggarakan pendidikan 
kejar paket A atau fasilitas lainnya. 
Kondisi sebagaimana diuraikan di atas, mendorong penulis untuk mengetahui secara 
lebih mendalam mengenai kinerja Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar dalam melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun guna mewujudkan 
amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu 
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penulis mengambil judul penelitiasn tentang “Kinerja Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten 
Karanganyar”. 
 
B.  Perumusan Masalah 
          Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini 
penulis dapat merumuskan masalah-masalahsebagai berikut. 
1. Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar 
dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun ? 
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun ? 
3. Upaya-upaya  apa saja yang ditempuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Wajib Belajar 
Sembilan Tahun ?. 
 
C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain : 
1.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. 
b. Untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 
Sembilan Tahun. 
c. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Wajib 
Belajar Sembilan Tahun 
      2.  Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
 xviii 
a. Membuka wacana penelitian lebih lanjut mengenai kajian pelaksanaan Program 
Wajib Belajar Sembilan Tahun. 
b. Memberikan kontribusi kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar di dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan pendidikan 
masyarakat agar tercipta sumber Daya Manusia yang berkompetensi dan berkualitas. 
c. Mengkaji lebih lanjut tentang strategi-strategi yang dapat dilaksanakan dalam 
meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, sesuai dengan 
tuntutan perubahan lingkungan organisasi dan masyarakat. 
 
D.  Tinjauan Pustaka 
1. Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 
a. Pengertian Kinerja 
Istilah kinerja berasal dari kata job performance  atau actal performance  
yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.  
Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005: 
124).  
 
Menurut Stephen P Robins (2002: 218) kinerja adalah : 
      Sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Jika 
ada yang tidak memadai, kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Disamping 
motivasi perlu juga dipertimbangkan (kecerdasan dan ketrampilan) untuk 
menjelaskan dan menilai kinerja. Kesempatan untuk berkinerja perlu 
ditambahkan meskipun seorang karyawan mungkin bersedia dan mampu. Hal ini 
untuk menghindari adanya kendala dari kinerja. Kesempatan untuk berkinerja 
adalah tingkatan-tingkatan kinerja yang tinggi sebagian merupakan fungsi dari 
tidak diketahui adanya rintangan-rintangan yang menjadi kendala bagi karyawan 
bersangkutan (dapat diperhatikan pada gambar Dimensi Kinerja). 
 
Kinerja karyawan menurut Henry Simamora (2005: 500) adalah tingkat 
hasil kerja karyawan dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang 
diberikan. Kinerja adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja (performance 
dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu : 
              1) Faktor individual yang terdiri dari: 
a) Kemampuan dan keahlian, 
b) Latar belakang, 
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c) Demografi, 
                   2) Faktor Psikologis yang terdiri dari: 
a) Persepsi 
b) Attitude 
c) Personality 
d) Pembelajaran 
e) Motivasi 
                   3) Faktor Organisasi yang terdiri dari : 
                  a)   Sumber daya 
                  b)   Kepemimpinan 
                  c)   Penghargaan 
                  d)   Struktur  
                  e)   Job Design 
 
Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah kemampuan dan 
motivasi. Kemampuan (ability) pegawaiterdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 
kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya pegawai yang memiliki ketrampilan 
atas pekerjaannya, maka pegawai itu akan lebih mudah mencapai kinerja yang 
diharapkan.”Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 
menghadapi situasi (situation) kerja, merupakan kondisi yang menggerakkan diri 
pegawai yang terarah untuk mencapai tujua organisasi” (Mangkunegara, 2005 : 125).  
Kinerja individu sebagaimana disebutkan di muka adalah hasil kerja 
karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 
telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut 
individu, upaya kerja (work effrot) dan dukungan organisasi. Dengan kata lain 
kinerja individu adalah hasil : 
1) Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. 
Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar 
belakang serta demografi) dan psikologis meliputi persepsi, attitude, personality, 
pembelajaran dan motivasi. 
2) Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai sesuatu. 
3) Dukungan organisasi yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. 
Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan kerja, 
struktur organisasi dan job design. 
Penilaian kinerja (performance appraisal) memainkan peranan yang 
sangat penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja. Karyawan 
menginginkan dan memerlukan balikan berkenaan dengan prestasi mereka 
dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan balikan kepada 
mereka. Jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian 
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memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk 
menyusun rencana peningkatan kinerja (Dessler 2002 : 536). 
 
Dalam penilaian kinerja karyawan umumnya hanya menilai hasil 
fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan perlu dipertimbangkan secara 
keseluruhan karena menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan kerja, 
kerajinan, disiplin, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai dengan 
bidang dan tingkat perkerjaan yang dijabatnya (Soeprihanti, 2006 : 22). 
 
Menurut Dessler (2002 : 514-516), ada 5 (lima) faktor dalam penilaian 
kinerja yang populer yaitu : 
1) Kualitas pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan 
keluaran. 
2) Kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi. 
3) Supervisi yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan, atau 
perbaikan. 
4) Kehadiran, meliputi : Reguralitas, dapat dipercayai/diandalkan, dan ketepatan 
waktu. 
5) Konservasi, meliputi : pencegahan pemborosan, kerusakan, pemeliharaan 
peralatan. 
 
As’ad (2004: 56) berpendapat bahwa performen kerja adalah : 
Perbedaan performance kerja antara orang yang satu dengan lainnya 
dalam situasi kerja karena perbedaan karakteristik dari individu yang 
bersangkutan. Disamping itu, orang yang sama dapat menghasilkan 
performance kerja yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. 
Kesemuanya ini menerangkan bahwa performance kerja itu pada garis 
besarnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : faktor-faktor individu dan faktor-
faktor situasi. 
 
Menurut Calland (2002: 112) ada enam karakteristik dari pegawai yang 
memiliki motif berprestasi tinggi, yaitu : 
a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 
b. Berani mengambil risiko. 
c. Memiliki tujuan yang realistis. 
d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 
tujuannya. 
e. Memanfaatkan umpan balik yang kongkret dalam semua kegiatan. 
f. Mencari terobosan guna merealisasikan tujuannya. 
Kinerja organisasi ataupun pegawainya merupakan kriteria penilaian 
terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam menjalanka segenap tugas, fungsi yang 
telah ditetapkan. Kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan merupakan ukur 
efektivitas organisasi dalam menjalankan mekanisme organisasi (Etzioni, 1997: 76). 
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Kemudian Hall (2000: 51) mengatakan bahwa derajat kemampuan organisasi 
merealisasikan tujuannya disebut efektivitas organisasi.  
Menurut Steers (2002: 214) derajat kemampuan orgaisasi dalam mencapai 
tujua sangat dipengaruhi faktor-faktor : 
a. Penyusunan tujuan strategis. 
b. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya. 
c. Lingkungan, prestasi atau pendidikan. 
d. Proses komunikasi. 
e. Kepemimpinan dan pengampilan keputusan. 
f. Adaptasi dan iovasi organisasi. 
 
Bagi setiap organisasi, penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang 
sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu 
organisasi dalam ukuran waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga diijadikan 
input bagi perbaikan atau peningkatan operasional organisasi selanjutnya (Donald 
dan Lawton, 2007: 99). Dalam organisasi pemerintah atauua organisasi sektor publik 
(yang mempunyai orientasi bagi pelayanan kepada masyarakat atau publik), 
penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi 
pelayanan, memotivasi pada birokrat pelaksana, memonitor kontraktor, melakukan 
penyesuaian budget, medorong pemerintah agar lebih memperbaiki kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan 
publik (Hatry, 2001: 62). 
b. Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja 
Penilaian kinerja, pengawasan kinerja menempuhkan semua pekerjaan 
buruk yang telah dilakukan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberikan tahu 
karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih 
baik satu sama lain. Penilaian harus mengenali prestasi serta membuat rencana untuk 
meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian kinerja harus memungkinkan pekerjaan 
dapat diorganisasikan dengan baik serta memberikan kepuasan, pencapaian dan 
pemerkayaan jabatan yang lebih besar.   
Penilaian kinerja harus mengkaji kinerja kerja karyawan. Suatu penilaian 
kinerja yang mengkaji kepribadian karyawan kurang berguna untuk mengkaji 
produktivitas atau kontribusi yang telah diberikan untuk sewajarnya, orang yang 
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dinilai akan meninggalkan pertemuan tersebut dengan suatu pemahaman bagaimana 
agar dapat mencapai sasaran-sasaran kerja.  
Sasaran penilaian adalah untuk membuat pandangan tentang diri mereka 
sendiri seperti apa adanya. Orang yang dinilai harus mengenali kebutuhan untuk 
memperbaiki kinerja kerja dan memberikan komitmen terhadap suatu rencana 
perbaikan kinerja kerja. Harus ada kesepakatan bersama tentang rencana 
pengembangan untuk masa penilaian mendatang. Pengawas harus tetap waspada 
terhadap kemajuan karyawan sepanjang tahun pada saat rencana pengembangan 
tersebut dilaksanakan.  
Penyusunan standar kinerja yang bersumber pada uraian jabatan akan 
memberikan peluang kepada pengawas dan karyawan untuk membuat sebuah uraian 
tugas yang dinamis untuk pekerja. Karena itu, uarian tugas dapat berfungsi sebagai 
sebuah pernyataan tentang tujuan-tujuan umum yang harus dicapai bawahan dalam 
mendukung sasaran-sasaran organisasi. Standar kinerja berfungsi sebagai tujuan-
tujuan tertentu-tertentu yang harus dicapai oleh karyawan, harus realitis, dapat diukur 
dan dapat dicapai jabatan tersebut. Misalnya, kemampuan dan kesediaan untuk 
memimpin karyawan sistem lain tidak sama baiknya seperti standar kinerja 
menyelesaikan 95 persen dari pekerjaan yang ditugaskan menjelang tanggal 
penyelesaian proyek. Pernyataan ini dapat lebih diperbaiki dengan menambahkan 
bahwa pekerjaan akan dianggap selesai bila pemakai yang berkepentingan 
menilainya benar pada waktu penyerahan.  
c. Indikator Kinerja 
Kinerja pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja pegawai selama 
periode tertentu. Pemikiran tersebut dibandingkan dengan target/sasaran yang 
telah disepakati bersama. tentunya dalam penilaian tetap mempertimbangkan 
berbagai keadaan dan perkembangan yang mempengaruhi kinerja tersebut 
(Soeprihanto, 2006: 72). 
 
Menurut As’ad (2004: 62-63), untuk mengukur job performance maka 
masalah yang paling pokok adalah menetapkan kriterianya. Jika kriteria telah 
ditetapkan, langkah berikutnya mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 
job performance seseorang selama periode tertentu. Dengan membandingkan dengan 
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hasil hubungan terhadap standar yang dibuat untuk periode tertentu, akan didapat 
level of performance seseorang.  
As’ad (2004: 63) menyatakan lebih lanjut bahwa usaha untuk menentukan 
ukuran keberhasilan suatu pekerjaan amat sulit, karena sering kali pekerjaan itu 
begitu komplek sehingga sulit ada ukuran output yang pasti, terutama pada jabatan-
jabatan yang bersifat administratif. Selanjutnya seperti yang dikemukakan Maier 
(2005: 102) bahwa yang dianggap sebagai kriteria umum antara lain ialah : kualitas, 
kuantitas waktu yang dipakai, jabatan yang dipegang, absensi, dan keselamatan 
dalam menjalankan tugas pekerjaan.  
Menurut Simamora (2005: 415-416), faktor kritis yang berkaitan dengan 
keberhasilan jangka panjang organisasi adalah : 
Kemampuannya untuk mengukur seberapa baik pegawai berkarya dan 
menggunakan informasi guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 
memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Penilaian kinerja 
adalah alat yang berfaedah untuk mengevaluasi kerja pegawai dan 
mengembangkan serta memotivasi pegawai.  
 
Dalam penilaian kinerja, kontribusi pegawai kepada organisasi harus 
dipertimbangkan selama periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja memungkinkan 
pegawai mengetahui seberapa baik mereka bekerja jika dibandingkan dengan standar 
organisasi. Lebih lanjut Simamora (2005: 418-419), mengungkapkan ada 3 (tiga) 
dasar perilaku yang hendaknya dimasukkan dalam penilaian kinerja agar organisasi 
berfungsi secara efektif yaitu : 
a. Memikat dan menahan sejumlah orang kedalam organisasi dalam jangka waktu 
tertentu. Organisasi harus meminimalkan perputaran pegawai, ketidak hadiran 
dan keterlambatan. 
b. Penyelesaian tugas yang terandalkan. Tolok ukur minimal kuantitas kinerja 
pastilah dicapai. 
c. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan yaitu : 
1) Kerjasama, tingkat terhadapnya individu meminta bantuan dari rekan-rekan 
sejawatnya dan membantu mereka mencapai tujuan organisasi. 
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2) Tindakan protektif, tingkat perlindungan pegawai terhadap ancaman dari 
suatu organisasi. 
3) Tindakan kontruktif, tingkat terhadapnya pegawai akan memberikan 
sumbangan gagasan kontruktif dan kreatif untuk memperbaiki organisasi. 
4) Pelatihan diri, tingkat terhadapnya pegawai akan terikat dalam program 
pelatihan diri untuk membantu organisasi mengisi kebutuhannya akan 
tenaga yang terlatih secara lebih baik. 
5) Sikap-sikap yang menguntungkan, tingkat terhadapnya pegawai berjuang 
mengembangkan tugas yang menguntungkan tentang organisasi diantara 
mereka sendiri, pelanggan, dan mesyarakat umum. 
Menurut Meier yang dikutip As’ad (2004: 63), untuk memudahkan 
pengukuran performance kerja, membagi pekerjaan menjadi 2 (dua) jenis, yakni : 
a. Pekerjaan produksi : secara kuantitatif orang bisa membuat suatu standar yang 
obyektif. 
b. Pekerjaan yang non produktif : penentuan sukses tidaknya seseorang didalam 
tugas biasanya didapat melalui human judgements atau pertimbangan subyektif. 
 
Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah 
kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, 
dan kepemimpinan.  
Sementara dari Agus Dwiyanto (1995: 48-49) mengemukakan indikator-
indikator yang biasa digunakan dalam menilai kinerja pegawai antara lain : 
1) Produktivitas  
Konsep produktivitas dirasa terlalui sempit dan kemudian mencoba 
mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan 
seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai 
salah satu indikator kinerja yang penting. Indikator produktivitas secara luas 
digunakan untuk mengukur dan mengetahui output atau keluaran yang 
dihasilkan oleh suatu organisasi pada suatu periode waktu tertentu. 
2) Kualitas layanan 
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam 
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap 
layanan dapat dijadikan indikator kinerja pegawai. Akibat akses informasi 
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mengenai program wajib belajar sembilan tahun terhadap kualitas layanan relatif 
sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja karyawan yang mudah dan 
murah dipergunakan. Program wajib belajar sembilan tahun bisa menjadi 
parameter untuk menilai kinerja karyawan. 
3) Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan karyawan untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 
program-program pelayanan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan ke 
dalam salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 
menggambarkan kemampuan karyawan dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  
4) Responsibilitas  
Lenvine dalam Agus Dwiyanto (1995: 49) menyatakan bahwa responsibilitas 
menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan karyawan itu dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan Kantor 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, baik yang eksplisit maupun implisit. 
Oleh karena itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 
responsivitas. 
5) Akuntabilitas   
Akuntabilitas berhubungan dengan seberapa besar kebijakan dan kegiatan 
organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 
Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, 
dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Suatu 
kegiatan karyawan memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu 
dianggap benar dan sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat.  
   Mardiasmo dalam Riawan (2005: 41-42) menerangkan lebih lanjut 
mengenai kelima indikator tersebut sebagai berikut:  
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a) Indikator masukan (inputs) yang mengukur sumber daya yang diinvestasikan 
dalam suatu proses, program maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran 
(output maupun outcome ) indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti 
anggaran, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan, atau peraturan 
perundangan dan sebagainya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.  
b) Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai 
dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. Indikator ini 
digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. 
c) Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal 
informasi yang diperlukan untuk mengukur hasil (outcome) seringkali tidak 
lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu setiap instansi perlu 
mengkaji  berbagai pendekatan untuk mengukur outcome dari output suatu 
kegiatan. 
d) Indikator manfaat (benefits) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari 
indikator outcome. Manfaat tersebut pada umumnya tidak segera tampak. 
Indikator benefit menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila output 
dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu). 
e) Indikator dampak (impacts) memperlihatkan  pengaruh yang ditimbulkan dari 
manfaat yang diperoleh. Indikator dampak menunjukan dasar pemikiran 
dilaksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, 
tujuan kegiatan secara sektoral regional dan nasional.  
  Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Kantor Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga dalam program wajib belajar sembilan tahun serta peningkatan 
pelayanan adalah efektivitas, responsivitas dan kualitas pelayanan.   
1) Efektivitas 
Konsep efektivitas menurut Gaertner dan Ramnarayan dalam Gomes 
(1997:163) dijelaskan bahwa efektivitas dalam suatu organisasi bukan suatu 
benda, atau suatu tujuan, atau suatu karakteristik dari output atau perilaku 
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organisasi, tetapi cukup suatu pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan diantara 
jumlah yang relevan dari organisasi tersebut.       
Menurut Chester I Barnard dalam Suyadi (1999:27) mengemukakan 
apabila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan 
bahwa kegiatan tersebut efektif. Efektivitas dalam McMohan (1999:13) 
disebutkan bahwa efektivitas adalah seberapa besar suatu tujuan sedang, atau 
telah tercapai; efektivitas merupakan suatu yang hendak ditingkatkan oleh 
manajemen.  
Terdapat beberapa indikator atau kriteria yang digunakan sebagai tolak 
ukur dalam penilaian efektivitas organisasi. Henry, Brian, dan White (dalm S.A. 
Wibowo, 1994:65), mengemukakan beberapa kriteria untuk mengukur 
efektivitas, yaitu: 
a) Waktu pencapaian. 
b) Tingkat pengaruh yang diinginkan. 
c) Perubahan perilaku masyarakat. 
d) Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek. 
e) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya. 
2) Responsivitas 
Responsivitas merupakan respon atau daya tanggap oleh pihak 
administrasi publik terhadap aspirasi, tuntutan dan kebutuhan publik. Dimana 
masyarakat ingin agar birokrat tanggap terhadap permintaaan dan tuntutan dari 
publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Responsivitas adalah kemauan untuk 
membantu keinginan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat 
dan tanggap (Kotler, 1994;561). 
Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, 
keinginan, aspirasi masyarakat maupun tuntutan pengguna layanan. Zeithaml, 
Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik (2007;175-176) memberi 
batasan responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan 
menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 
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Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, 
keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna layanan (Agus Dwiyanto 
1995;152). 
3) Kualitas Pelayanan 
Pelayanan publik merupakan pemberian layanan untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan publik tertentu atau kepentingan publik, baik berupa 
penyediaan barang, jasa atau layanan administrasi. Goetsch dan Davis dalam 
Fandy Tjiptono (1998;4) mendefinisikan kualitas pelayanan yang lebih luas 
cakupannya yaitu kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa proses pelayanan 
dipengaruhi oleh lingkungan. 
Kualitas pelayanan dapat diukur dari perspektif pelanggan 
(masyarakat), tingkat kepuasan pelanggan dalam mendapatkan pelayanan. 
Kualitas pelayanan merupakan bagaimana proses pelayanan dalam upayanya 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Tolak ukur tinggi rendahnya kualitas 
pelayanan, tergantung pelanggan, apakah telah sesuai dengan harapannya dan 
tercermin dalam kepuasan pelanggan (masyarakat). 
Berdasar journal internasional yang dikaji sebagai acuan, diperoleh referensi 
bahwa :  
Rynes, Gerhart dan Parks (2007) dengan penelitian tentang Psikologi Personalia : 
Evaluasi Kinerja dan Upah Kerja, hasil penelitian disimpulkan sebagian besar 
organisasi (terutama di Amerika Serikat), PE (Performance Evaluation) digunakan 
baik untuk menyediakan umpan balik yang berhubungan dengan pengembangan 
maupun untuk memotivasi pekerja melalui hubungan antara PE dan penghargaan. 
Kinerja akan bisa diperbaiki setelah umpan balik negatif diketahui. Perluasan untuk 
menjadi hasil yang lebih baik dapat dibuat dengan usaha tambahan, ketepatan 
terhadap aktivitas yang diinginkan dapat dinilai, para pekerja berisiko menjadi 
toleran, dan tanggapan mereka terhadap insentif www.bpsjournals.co.uk. 26 
Desember 2009 
 xxix
Ashir Kumar dan David J. Kallen  maupun Thomas Mathew  dari Universitas East 
Lansing, Michigan –USA  Ketiganya melakukan penelitian mengenai Insentif atau 
Penghargaan yang Disukai Para Dokter yang Melakukan Praktek Mengajar. Melalui 
pendekatan Survey diperoleh hasil penelitian, bahwa : Variabel Kesempatan 
pendidikan, kompensasi/pelayanan dan hadiah-hadiah berpengaruh terhadap Insentif 
yang paling disukai dokter yang melakukan praktek 
mengajar.(http://www.Google.co.id).menuju-institusi-pendidikan.html, 26 Desember 
2009.     
2. Kewenangan Dinas Pendidikan 
Dalam bidang pendidikan kebijakan yang termuat dalam Undang-undang 
mengenai Pendidikan Nasional dan Otonomi Daerah, memberi kewenangan kepada 
daerah dan sekolah untuk membuat kebijakan strategis dalam banyak aspek 
pembangunan. Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim biro kratik 
dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan 
dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 disebutkan, bahwa 
kewenangan daerah juga meliputi penetapan kurukulum muatan lokal pada TK, SD, dan 
SMP, dan untuk merencanakan, menetapkan mengelola pendidikan diantaranya adalah 
memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan, melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan karir tenaga kependidikan, membina pengelolaan sekolah, dan 
melaksanakan inovasi pendidikan. 
Dalam upaya penyelenggaraan pendidikan dasar berbagai kebijakan 
menggariskan bahwa sebagian urusan tentang penyelenggaraan pendidikan dasar telah 
diserahkan kepada daerah. Seiring dengan berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, peran departemen yang selama ini menyelenggarakan 
pendidikan akan berubah menjadi penyusun kebijakan nasional yang bertujuan untuk 
melakukan penjaminan mutu layanan pendidikan (quality asurance), yang mencancakup 
penentuan kriteria akreditasi lembaga pendidikan, standart kemampuan dasar sebagai 
dasar bagi penyusunan kurikulum oleh sekolah, persyaratan pengangkatan dan promosi 
guru dan tenaga kependidikan, subsidi pendidikan dan beasiswa, serta menyelenggarakan 
penelitian dan pengenmabngan. Fungsi manajemen pendidikan di tingkat propinsi yang 
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selama ini dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Departemen, akan terpusat pada 
monitoring terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional tersebut oleh 
manajemen pendidikan ditingkat kabupaten dan oleh lembaga pendidikan. Fungsi lain 
manajemen pendidikan ditingkat propinsi adalah penyelenggaraan program pelatihan 
dalam jabatan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, sebagai bagian dari program 
pengenmbangan sumber daya manusia pada sekolah dan jajaran manajemen di tingkat 
kabupaten. 
Manajemen pendidikan di tingkat kabupaten bertanggung jawab untuk membina 
secra langsung penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah, madrasah, dan pesantren. Lima 
fungsi manajemen yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian, 
pengadaan guru dan tenaga kependidikan, pembinaan kepemimpinan dan motivasi, 
pengendalian dan pengawasan menjadi acuan pokok dalam membina lembaga pendidikan 
di kabupaten. Secara keseluruhan, tugas dan fungsi utama dari manajemen pendidikan di 
kabupaten bertujuan untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan (quality control) 
(Ibrahim Musa, http://psi.ut.ac.id/jp/22 ibrahim,htm, diakseskan dari internet tanggal 7 
September 2005). 
3. Fungsi Dinas Pendidikan  
Dinas pendidikan merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksanaan 
Teknis di bidang pendidikan, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi 
pemerintah di bidang pendidikan termasuk pelaksanaan program wajib belajarsembilan 
tahun, yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok 
tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi antara lain, sebagai pelaksana teknis 
operasional di bidang pendidikan, meliputi Bidang TK, SD, Bidang SMP, Bidang 
SMU/SMK, PLSPO (Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga), KPM (Kurikulum 
Pengendalian Mutu) dan Bagian Tata Usaha, dengan mempersiapkan sarana 
perpustakaan. Dinas Pendidikan merupakan salah satu pelaksanaan fungsi di bidang 
pendidikan, pembina terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam 
lingkup dinas pendidkan terkait dengan pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 
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sembilan tahun adalah Dinas Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan Dasar, 
http://www.jakarta.go.id/pemerintahan/dinasdaerah/detail asp/ii=55,  diakses dari internet 
tanggal 7 September 2009). 
Dinas Pendidkan Dasar mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan 
penyelenggaran pendidikan dasar, luar sekolah dan pendidikan luar biasa. Perumusan 
kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, luar sekolah dan pendidikan luar biasa. 
Sedangkan fungsi Dinas Pendidikan Dasar antara Lain (Dinas Pendidikan Dasar, 
http://www.jakarta.go.id/ pemerintahan/ dinas daerah/detail asp/ii=55, diakses dari 
internet, tanggal 7 September 2009): 
a. Pembinaan kurikulum taman kanak-kanak, pendidkan usia dini sekolah dasar, 
sekolah lanjutan tingkat pertama, luar sekolah dan sekolah luar biasa. 
b. Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan dasar, luar sekolah dan pendidikan 
luar biasa. 
c. Pembinaan tenaga pendidikan 
d. Pembinaan dan pengurusan saran, prasarana dan sumber belajar 
e. Pembinaan dan pengembangan program pendidikan dasar, luar sekolah dan 
pendidikan luar biasa. 
f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan 
dasar, luar sekolah dan pendidikan dasar, luar sekolah dan pendidikan luar biasa. 
g. Pelaksanaan akreditasi dan standarisasi pendidikan dasar, luar sekolah dan 
pendidikan luar biasa.  
4. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun 
a.   Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar Sembilan Tahun 
GBHN 1993 secara jelas menekankan pentingnya pembangunan sumber daya 
manusia (Human Resources development). Artinya, para pembuat kebijakan baik 
eksekutif maupun legislatif harus memahami kepentingan dunia pendidikan sebagai 
human investment bagi bangsa dan negara dimasa mendatang. Pelaksanaan wajib 
belajar pendidikan dasar harus segera ditangani, dengan diperhatikan setiap potensi 
dan tantangan yang ada. Pada tahun 1983 dimulai program wajib belajar untuk usia 7 
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– 12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai dengan program wajib belajar 6 
tahun ini memotivasi pemerintah untuk meningkkatkan program wajib belajar 
menjadi 9 tahun yang dimulai sejak mei 1994 yang lalu. Beberapa alasan yang 
melatarbelakangi pendidikan dasar sebagai pendidikan wajib bagi semua anak usia 7 
– 15 tahun mulai tahun 1994, antara lain sebagai berikut (Departemen Pendidikan 
Nasional, 2002: 5) : 
1) Lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD dan bahkan 
kurang, yaitu mereka yang putus sekolah dan buta aksara. Kodisi ini jauh lebih 
ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Untuk itu 
pemerintah berusaha meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan rakyat sampai 
dengan tingkat SMP atau sederajat. 
2) Dari segi ekonomi, pendidikan dasar merupakan jalan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan nilai tambah bagi 
pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi (human investment). 
Oleh sebab itu pendidikan dasar perlu diberikan secara merata dan adil, baik 
diperkotaan maupun di pedesaan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan 
akses ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. 
3) Bukti-bukti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin 
besar peluangnya untuk lebih mampu berperan serta lebih memiliki kesadaran 
sebagai warga negara akan hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu untuk 
meningkatkan peran serta dan kesadaran rakyat dalam kehidupan bernegara, 
tingkat pendidikan perlu di tingkatkan. 
4) Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun 
sampai menjadi 9 tahun dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan mereka, sehingga akan memperbesar peluang mereka untuk 
meningkatkan martabat, kesejahteraan dan makna hidupnya. 
5) Pengalaman perkembangan negara-negar industri baru menunjukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berjalan seiring dengan meningkatnya 
pendidikan di negara tersebut. 
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6)  Tantangan yang dihadapi oleh bangsa dalam menyongsong abad 21 yang semakin 
besar, lebih-lebih dengan adanya zaman ekonomi terbuka dan persaingan bebas, 
yaitu dengan dimulainya AFTA 2003 dan APEC 2010, disamping telah 
dilasanakannya pengendalian perdagangan internasional dengan kehadiran 
organisasi dunia WTO. 
  Berdasarkan pada hal-hal tersebut, pada tanggal 2 Mei 1994 Presiden RI 
merencanakan gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan pelaksanaannya 
dituangkan dalam instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, maka wewenang penyelenggaraan 
pendidikan termasuk wajib belajar  pendidikan dasar sembilan tahun, beralih dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 
  Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar diseluruh Indonesia sebagai 
suatau gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995. Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh 
Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun untuk 
mengikuti pendidikan dasar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan Program wajib belajar pendidikan dasar ini diselenggarakan 
dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya  kepada warga negara 
Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar. 
  Program wajib belajar sembilan tahun didasari konsep                “pendidikan 
dasar untuk semua“ (universal basic education), yang pada hakekatnya berarti 
penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Tujuan yang ingin dicapai dengan 
program ini adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak. Diharapkan 
dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Program wajib 
belajar sembilan tahun memiliki empat ciri utama yaitu : 
(1) Tidak dilakukan melalui paksaan tetapi himbauan 
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(2) Tindak memiliki sangsi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari 
orangtua untuk menyekolahkan anaknya 
(3) Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program. 
(4) Keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi 
bersekolah anak usia 7-14 tahun. 
Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 
sembilan tahun. Alasan-alasan tersebut meliputi : 
(1) Lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, SMP 
tidak tamat 
(2) Program wajib belajar sembilan tahun akan meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi. 
(3) Semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusi di 
sektor-sektor produktif. 
(4) Dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 tahun, akan 
meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa. 
(5) Peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja 
minimum dari 10 ke 15 tahun. 
  Program pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu upaya 
pemerintah untuk meningkatkan kemampuan anak didik dengan ketrampilan dan 
pengetahuan dasar untuk melanjutkan jenjeang pendidikan diatasnya. Kondisi dan 
tingkat pencapaian Angaka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni 
(APM), Anka Putus Sekolah dan Angka Mengulang. 
b. Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Dasar 
  Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada 
peserta didik untuk mengmbangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyrakat, 
warga negara dan anggota umat manusia serta memeprsiapkan peserta didik untuk 
mengikuti pendidikan menengah. 
  Pendidikan dasar berfungsi sebagai jenjang awal dari pendidikan disekolah 
yang lebih tinggi ditingkatkan pemerataan, kualitas dan pengembangannya agar 
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dapat memberikan dasar pembentukan pribadi warga negara yang berbudi luhur, 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berkemampuan dan 
berketrampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya dan bekal untuk 
hidup dalam masyarakat. 
E.   Metode Penelitian 
 1.  Jenis Penelitian 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 
informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan pelaku yang dapat diamati. Moleong (2006: 9) mendefinisikan 
penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 
yang secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia 
dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 
dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. Pada penelitian yang 
bersifat deskriptif kualitatif, peneliti telah menentukan kasus yang diteliti, 
terarah pada satu karakteristik, dilakukan pada satu sasaran atau lokasi 
atau subyek. 
2.  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Karanganyar beralamatkan Jl. Raya Karanganyar Surakarta No. 126, 
Karanganyar. Pemilihan lokasi ini dengan alasan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olah Raga Kabupaten Karanganyar terdapat cukup banyak data yang penulis butuhkan 
untuk penelitian ini. Disamping itu penulis telah mendapat ijin untuk melakukan 
penelitian guna menyusun skripsi pada kantor tersebut. 
3.  Teknik Sampling 
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Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti 
tidak menentukan berapa besarnya sampel atau informan, karena jumlah 
informan tergantung dari kualitas data dan kelengkapan data yang 
diperlukan. Adapun teknik penentuan sampel menurut Arikunto (1999: 
128) mempertibangkan: (a) pengambilan sampel berdasar ciri-ciri atau 
karakteristik tertentu; (b) subyeknya paling banyak mengandung ciri dari 
popilasinya, dan (c) penentuan karakteristik populasi berdasar referensi 
atau studi awal. Penggunakan purposive sampling (sampel bertujuan), 
dimana peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui dan 
masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 
data yang mantap (Sutopo, 2006: 56). 
            Untuk melengkapi keterbatasan pengetahuan peneliti maka 
dimungkinkan menggunakan snowball sampling, terutama terhadap 
informan yang berada diluar jangkauan pemahaman peneliti. 
4.  Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah data yang didapat dari dokumen, arsip-arsip 
statistik, grafik dan sebagainya. Data yang diperoleh ini untuk dianalisis. Data penelitian 
ini diperoleh dari informan kunci internal di Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olah Raga 
Kabupaten Karanganyar, adalah pejabat yang menangani pelaksanaan wajib belajar 
sembilan tahun oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar 
dan beberapa nara sumber peserta program wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten 
Karanganyar. 
5.  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu : 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. 
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Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.  
a. Observasi 
          Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala yang tampak terhadap objek penelitian (Nawawi, 1995: 100). 
Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 
langsung di lapangan.  
b. Wawancara  
          Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara melakukan 
tanya jawab berdasar pedoman yang telah disusun sebelumnya (Moleong, 1994: 
135). Teknik wawancara yang dilakukan penulis tidak bersifat formal dan struktur 
yang kuat, agar informasi yang diperoleh lebih mendalam. Penulis membuat panduan 
wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. 
Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu 
memberikan jawaban lengkap sesuai tujuan penelitian ini. 
c. Dokumentasi  
Pengumpulan data dengan pengkajian dilanjutkan pencatatan dan 
penganalisasi atas data-data yang telah ada dalam dokumen, baik yang berupa 
laporan maupun dokumen-dokumken lain yang mendukung dan relevan dengan 
penelitian ini. 
6. Analisis Data   
Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deksriptif sehingga setelah data 
terkumpul, analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Menurut Sutopo (2006: 87 – 
88) analisis data ialah : “Mendeskripsikan beragam informasi (penggalian dan 
pengumpulan data) dilapangan yang meliputi: catatan wawancara, catatan observasi, data 
resmi yang berupa dokumen/arsip, memoranda seseorang yang diteliti, memo yang dibuat 
peneliti, komentar pengamat”. 
Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah 
dibaca dan diinterpretasikan. Oleh sebab itu, untuk menampilkan data yang berserakan 
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menjadi bentuk sajian data yang utuh, menarik, penuh makna, runtut dan logis. Menurut 
Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006 : 128), terdapat tiga komponen pokok dalam 
menyusun penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu: 
a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi  penulis diharuskan memeriksa 
semua data yang diperoleh secara  lengkap, runtut atau masih memerlukan informasi 
tambahan sebagai pelengkap dalam penyusunan nantinya. Melakukan proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada satu focus, membuang hal-hal yang tidak 
diperlukan untuk mengatur data sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 
b. Penyajian data 
Data yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Penyajian data dapat diketahui kejadian dan berupa kalimat-
kalimat, cerita-cerita maupun tabel-tabel. 
c. Penarik kesimpulan 
Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan 
konfigurasi yang utuh. Pada bagian ini peneliti berusaha memberikan makna penuh 
dari data yang terkumpul dan telah diolah,  sehingga membentuk satu sinopsis utuh 
yang menjelaskan pokok permasalahan dari awal hingga akhir dari seluruh rangkaian  
penelitian ini (Sutopo, 2002: 91-93).  Bagan dari tiga komponen penelitian kualitatif, 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
Reduksi Data Sajian Data 
Penarikan 
Simpulan/Verifikasi 
Pengumpulan Data 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
7. Validitas Data 
Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul sehingga dapat diperoleh 
validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini digunakan 
triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
itu (Moleong, 2004: 178) 
Karena menggunakan sumber data yang berbeda-beda maka penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi dengan sumber berarti 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2004: 178). Cara 
ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam 
sumber data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap 
kebenarannya bila lebih digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 
 
BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Karanganyar 
1. Sejarah Kabupaten Karanganyar 
Reorganisasi wilayah pemerintahan daerah Karanganyar, yang dimulai sejak 
tahun 1847 sampai tahun 1930 merupakan fenomena sejarah yang unik. Dengan keunikan 
sejarah ini maka identitas daerah Karanganyar juga menjadi unik. Keunikan pertumbuhan 
dan perkembangan Pemerintahan Daerah Karanganya dimulai dari pemerintahan desa 
kecil yang terbentuk pada masa perjuangan RM. Said, 1741-1757. Kemudian dibentuknya 
Kabupaten Anom pada 5 Juni 1874, dan diikuti dengan dibentuknya Kabupaten pada 
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tanggal 18 Nopember 1917. Pada tahun 1930 statusnya sebagai Kabupaten ditiadakan dan 
kembali menjadi Kabupaten Anom (Kawadenan). 
Dapat diringkas bahwa saat terbentuknya suatu pemerintahan di daerah 
Karanganyar telah terjadi pada tahun 1743 ketika Raden Mas Said bersama dengan para 
sentana dari Nglaroh membuat pertahanan di Matesih. Dari sudut pemerintahan yuridis 
formal maka statusnya sebagai Kawedanan terbentuk pada 5 Juni Tahun 1874. Status 
Kabupaten dibentuk pada tanggal 18 Nopember 1917. Semuanya adalah produk historis 
dari keunikan sejarah daerah Karanganyar. Statusnya sebagai Kawedanan (Kabupaten 
Anom) adalah produk hukum dari Staatsblaad yang berorientasi kepada reorganisasi 
daerah vorstenlanden pada umumnya. Status sebagai Kabupaten adalah produk dari 
Rijkblad Mangkunegaran, yang lebih bersifat ke arah orientasi kepentingan pemerintahan 
Mangkunegaran. Pada tanggal 18 Nopember 1917, Kanjeng Gusti Pangeran Arya 
Mangkunegaran VII, melantik KRMT. Hardjohasmoro sebagai Bupati Karanganyar. Pada 
periode 1917-1930 ada tiga Bupati yaitu KRMT Hardjohasmoro, RMT  Sarwoko 
Mangoenkoesumo dan RMT Darko Sugondo. 
Pada masa pendudukan militer Jepang, 1942-1945 disebutkan bahwa daerah 
Karanganyar merupakan Gun (Kawedanan) di lingkungan pemerintahan Kadipaten 
Mangkunegaran. Status Kawedanan Karangayar ini berubah ketika masa revolusi 
kemerdekaan. Pada tanggal 15 Juli 1946, pemerintahan pusat RI dengan Keputusan No. 
16/SD.1946, keberadaan pemeritahan Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran 
dihapuskan sebagai daerah swapraja. Ddaerah Surakarta menjadi satu Karesidenan. 
Dengan perubahan ini maka daerah Karanganyar secara otonomi dinyatakan sebagai 
daerah Kabupaten, dibawah pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan Kabupaten 
Karanganyar dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 
Keputusan Pemerintah RI No. 16/SD/1946, tanggal 15 Juli Tahun 1946, tidak 
dijadikan argumentasi lahirnya Kabupaten Karanganyar, hal ini disebabkan beberapa hal 
sebagai berikut : 
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a. Keputusan itu tidak langsung membentuk Kabupaten; 
b. Pembentukan Kabupaten secara otomatis meliputi 6 kabupaten di Karesidenan 
Surakarta; 
           Pembentukan karesidenan itu, termasuk terbentuknya  kabupaten-kabupaten di 
karesidenan Surakarta, diwarnai gerakan-gerakan pro dan kontra swapraja, sehingga ada 
segi negatif jika dijadikan pedoman lahirnya Kabupaten Karanganyar. 
2. Kondisi Geografis 
           Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah 
dan merupakan baghian dari eks karesidenan Surakarta. Kabupaten Karanganyar secara 
geografis terletak diantara 1070 l5' 03" dan l00o 29' 30" Bujur Timur, 7o, 47’  51” dan 7o, 
47’  03” Lintang selatan. Jarak terjauh utara - Selatan 32 km, Timur - Barat 35 km, 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan Jawa Timur. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dcngan Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.  
d. Sebelah Barat Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali dan Sukoharjo.  
           Faktor geografi mencakup antara lain aspek keadaan alam dan sumber daya alam 
(SDA) yang dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan. 
Pengaruh ini bersifat menunjang dan bersifat menghambat. Tersedianya sumber daya 
alam merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak 
langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman 
penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat.  Keadaan 
tersebut merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan 
kesempatan belajar.  
3. Topografi dan Tata Guna Tanah 
a. Topografi 
Kabupaten Karanganyar keadaan tanahnya dibagian selatan berbukit 
meskipun kurang subur (Kecamatan Umapolo dan Jumantono bagian barat kecuali 
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daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Jumantono dan bagian selkatan 
Jumapolo. Makin ke utara relatif miring dan dibagian barat sekitar Lereng gunung 
Lawu relatif terjal serta terdapat sekitar l00 sumber mata air, yang airnya mengalir ke 
sungai-sungai utama yaitu sungai Samin dan Barngkal, Grompol. Disamping itu 
terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah barat menuju ke sungai Bengawan 
Solo.   
Ketinggian wilayah kabupaten Karanganyar berkisar antara >l50 sd >1000 
m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat  dibagi menjadi empat kelas yaitu 
ketinggian >150 m,  150 - 499 m,  500 – 999 m dan >1000 m dari permukaan laut. 
Ketinggran >l50 m dari permukaan laut seluas 6.203 Ha atau 10,79% dari luas 
wilayah terdapat di Kecamatan Gondangrejo, Colomadu, Kebakkramat dan Jaten.   
Ketinggian l00-499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32% 
dari luas wilayah, terdapat di kecamatan Jumapolo, Jenawi, Kerjo, Jatipuro, 
Jumapolo, Tasikmadu, Mojogedang, Karanganyar. Ketinggian 500-999 m dari 
permukaan laut meliputi luas 65.53 ha atau 1l,38%  dari luas wilayah, meliputi 
Kecamatan Matesih, Karangpadan, Jatiyoso, Jenawi,. Ketinggian >l000 m dari 
permukaan laut seluas l.495 ha atau 2,60% dari luas wilayah meliputi Kecamatan 
Tawangmangu, Ngargoyoso.   
Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Karanganyar ini perlu 
diperhatikan dalam kaitannya dalam pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini 
terkait dengan penentuan lokasi sekolah, rayonisasi penerimaan siswa baru, supervisi 
sekorah dan pengendalian, penempatan guru, dan pengadaan dan pendistribusian 
buku-buku serta peralatan pendidikan lainnya. 
b. Tata Guna Tanah 
Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur 
dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Proporsi penggunaau 
lahan pada tahun 2000 meliputi sawah 23.483 ha, tegalan 6.407 ha, pekarangan 
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18.759 ha, dan lain-lain yang terdiri antara lain hutan alam dan hutan rakyat 18.833 
ha. 
Perkembangan penggunaan lahan selama lima tahun terakhir menunjukkan 
jenis tanah sawah turun  rata-rata per tahun sebesar 0,96%, tegalan naik 0,82%, 
pekarangan naik 0,31%  dan lain-lain turun 1,57% . 
Tabel 2.l 
Tata Guna Tanah di Kabupaten Karanganyar 
No Jenis Tanah Luas (Ha) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1. Sawah 24.662 24.586 24.381 24.321 24.291 23.483 
2. Tegalan 6.184 6.214 6.255 6.256 5.864 6.407 
3. Pekarangan 18.461 18.488 18.609 18.569 18.688 18.759 
4. Lain – lain *) 8.175 8.194 8.237 8.246 8.639 8.833 
 Jumlah 57.482 57.482 57.482 57.482 57.482 57.482 
Sumber : Kantor BPS Kab. Karanganyar, 2008. 
*) Meliputi: Hutan rakyat, hutan negara, kolam/empang/tebat, tanah kuburan, . 
    jalan dan lapangan. 
 
B. Administrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
            Pemerintah Daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah 
yang bertanggung jawab sepenuhnya . terhadap pembinaan dan pengembangan wirayahnya.  
Pembinaan dan pengembangan tersebut meliputi segala bidang kehidupan dan bidang 
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
            Kabupaten Karanganyar sebagai kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan 
pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui 
pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. 
pembangunan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Karanganyar tidaklah berdiri sendiri, 
tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Karanganyar 
secara keseluruhan, oleh karenanya segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan 
di bidang pendidikan di kabupaten berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari 
pemerintah daerah kabupaten untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain 
dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.  
          Luas wilayah  Kabupaten Karanganyar adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 
l8% dari luas eks Karesidenan Surakarta. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 
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186 Desa,  3.212 Dusun, 6.890 Rukun warga dan 16.990 Rukun Tetangga. Deskripsi 
administratif dan luas wilayah masing-masing kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut : 
Tabel 2.2 
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Karanganyar 
No. 
 
Kecamatan 
 
Jumlah 
Desa 
 
Luas Wilayah (Ha) 
 
1. Colomadu 9 4.925 
2. Matesih 11 6.684 
3. Tawangmangu 8 6.762 
4. Tasikmadu 10 5.727 
5. Kerjo 9 7.663 
6. Jenawi 10 7.852 
7. Ngargoyoso 8 8.852 
8. Karanganyar 5 3.132 
9. Jatipuro  11 6.249 
10. Jumapolo  12 7.309 
11. Karangpandan  11 9.384 
12. Kebakkramat 9 5.299 
13 Jatiyoso 12 4.135 
14 Mojogedang  11 6.584 
15 Godangrejo 9 5.555 
16 Jaten 9 4.571 
17 Jumantono  10 4.799 
 Kabupaten Karanganyar  86 57.482 
 
1. Kondisi Demografis 
           Berdasarkan undang-undang, pendidikan diperuntukan bagi seluruh masyarakat 
Indonesia dan salah satu tujuan pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan dan 
kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian  penduduk baik sebagai 
perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan 
pembangunan pendidikan. Oleh karena itu aspek-aspek kependudukan, dinamika 
penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi 
pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam 
pengembangan pendidikan. 
          Jumlah penduduk dari tahun ke tahun cenderung meningkat, bahkan laju 
pertumbuhan penduduk  Kabupaten DIY jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar dari 
tahun 2007 adalah  943.933 jiwa. Dari jumlah tersebut, 75.819 berusia 7-12 tahun 
(8,03%), 37.899 jiwa berusia 13-15 tahun (4,0l%). Jumlah penduduk usia wajib Belajar 9 
Tahun yaitu sebanyak I13.717 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar secara 
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keseluruhan dan jumlah penduduk usia wajib Belajar 9 Tahun per kecamatan pada tahun 
2007 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.3 
Jumlah Penduduk seluruhnya Dan Jumlah penduduk usia Sekolah 
Kabupaten Karanganyar (Per Kecamatan) Tahun 2007 
NO KECAMATAN JUMLAH 
PENDUDUK 
SELURUHNYA 
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA 
SEKOLAH 
7 – 12 TAHUN 13 – 15 TAHUN JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 
1 Colomadu 54.594 4.823 2.211 7.034 
2 Matesih 82.949 6.502 3.125 9.627 
3 Tawangmangu 79.810 7.202 3.435 10.637 
4 Tasikmadu 56.405 4.871 2.481 7.352 
5 Kerjo 30.443 2.343 1.193 3.536 
6 Jenawi 29.434 2.220 1.146 3.366 
7 Ngargoyoso 41.052 3.530 1.800 5.330 
8 Karanganyar 46.157 3.918 2.027 5.945 
9 Jatipuro 30.499 2.707 1.300 4.007 
10 Jumapolo 29.349 2.376 1.261 3.637 
11 Karangpandan 25.820 2.298 1.084 3.382 
12 Kebakkramat 48.818 4.242 2.042 6.284 
13 Jatoyoso 78.025 6.475 3.446 9.921 
14 Mojogrdang 165.725 8.766 4.615 13.381 
15 Gondangrejo 61.558 5.629 2.675 8.304 
16 Jaten 40.029 3.696 1.886 5.582 
17 Jumantono 43.266 4.221 2.171 6.392 
 JUMLAH  943.933 75.819 37.898 113.717 
Sumber :  Rangkuman Data Penduduk Usia Sekolah  Tahun 2008  
                Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
C. Deskripsi Dinas pendidikan Kabupaten Karanganyar 
l.    Pendahuluan 
            Dinas pendidikan merupakan suatu instansi pemerintah yang berkedudukan 
sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang 
berada di bawah dan  bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris. Hal ini sesuai 
dengan Keputusan Bupati Karanganyar No.30/Kep.KDH/A/2003 Daerah. Dinas 
pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dalam bidang pendidikan. 
sedangkan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan meliputi perumusan kebijakan 
teknis dibidang pendidikan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum 
bidang pendidikan, dan melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
mempunyai visi tahun 2007 yakni "Terwujudnya pendidikan yang Berkualitas 
Berlandaskan Budaya Bangsa". Sedangkan misi Dinas pendidikan meliputi : 
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a. Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan kualitas lembaga 
pendidikan 
b. Memberikan kesempatan kepada anak usia pra sekolah dari sekolah untuk dapat 
mengenyam pendidikan serta menekan angka DO serendah mungkin. 
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  penyelenggaraan pendidikan. 
d. Meningkatkan kualitas pendidikan pemuda orahraga agar berjiwa wirausaha, 
berwawasan kebangsaan dan berprestasi. 
e. Menumbuhkan wawasan budaya bangsa untuk memperkuat jati diri dalam era 
globalisasi. 
f. Meningkatkan pembinaan,  penilaian, pengawasan kepada lembaga pendidikan dan 
kebudayaan untuk mencapai kualitas pendidikan. 
g. Mengembangkan system pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
pasar kerja. 
Tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karanganyar berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut antara lain : 
a. Mempertahankan  Wajib Belajar Sembilan Tahun dan merintis Wajar l2 Tahun serta 
mendorong kemandirian masyarakat dalam pendidikan lebih lanjut. 
b. Meningkatkan kualitas guru, tutor dan tenaga administrasi serta penyertaan guru 
untuk mencapai sekolah yang efektif dan bermutu. 
c. Meningkatkan prasarana pendidikan. 
d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung kemampuan/profesionalitas 
tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan 
e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang pendidikan 
untuk menunjang mutu pendidikan. 
f. Mempercepat transformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dilandasi iman dan 
taqwa dengan optimasi peran serta masyarakat perguruan tinggi dalam rangka 
meningkatkan komitmen pegawai Dinas pendidikan dan Kebudayaan untuk 
meningkatkan pelayanan pendidikan. 
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g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kebudayaan, 
pemuda dan orahraga untuk memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa guna 
menangkar pengaruh negatif budaya dari luar. 
h.  Mempercepat transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui materi pelajaran 
bidang kebudayaan, pemuda dan orahraga yang menunjang terpeliharanya nilai – 
nilai  budaya daerah yang berlandaskan iman dan taqwa bekerjasama dengan 
perguruan tinggi.  
i. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik dalam rangka mendukung pembangunan 
bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga.  
Sedangkan sasaran-sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas pendidikan 
Kabupaten Karanganyar, antara lain : 
a. Terwujudnya kemandirian  masyarakat dalam rangka pendidikan lebih lanjut untuk 
mempertahankan Wajar Sembilan Tahun pendidikan Dasar ke Tingkat Tuntas 
paripurna 94%. 
b.  Terwujudnya kemandiriaan masyarakat dalam pendidikan lebih lanjut untuk 
merintis wajar 12 Tahun ke Tingkat Tuntas pratama. 
c. Tertingkatnya kualitas guru,  tutor dan tenaga administrasi serta penyetaraan guru 
untuk mencapai sekolah yang efektif dan bermutu sebesar 30%.  
d. Terwujudnya kemampuan/profesionalitas melalui guru/tutor dan tenaga administrasi 
untuk mencapai efektif dan bermutu. 
e. Tertingkatnya pemberdayaan KBM sebesar 30%. 
f. Tertingkatnya prasarana fisik pendidikan sekolaah untuk peningkatan mutu 
pendidikan sebesar 30%. 
g. Tertingkatnya prasarana fisik pendidikan luar sekolaah untuk peningkatan mutu 
pendidikan sebesar 30%. 
h. Tertingkatnya kualitas sarana pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan 
kepada masyarakat sebesar 30%.  
i. Tertingkatnya pemberdayaan sarana fisik pendidikan untuk meningkatkan pelayanan 
pendidikan kepada masyarakat sebesar 30%.  
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j. Tertingkatnya peran serta masyarakat untuk mendukung kemampuan profesionalitas 
tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan. 
k. Tertingkatnya peran serta masyarakat di bidang pendidikan dalam meningkatkan 
proses KBM sebesar 30%. 
l. Tertingkatnya peran serta masyarakat perguruaan tinggi dalam transformasi iptek 
yang dilandasi iman dan taqwa sebesar 30%.  
m. Tertingkatnya komitmen pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap 
penyerapan Iptek sebesar 30%. 
n. Tertingkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang kebudayaan 
untuk memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa guna menangkal pengaruh negatif 
budaya luar.  
o. Tertingkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang pemuda dan 
olah raga untuk memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa guna menangkal pengaruh 
negatif budaya luar. 
p. Tertingkatnya transformasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi melalui materi 
pelajaran bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga yang menunjang terpeliharanya 
nilai-nilai budaya daerah yang berlandaskan iman dan taqwa bekerjasama dengan 
perguruan tinggi. 
q. Tertingkatnya sarana prasarana fisik bidang kebudayaan dalam rangka mendukung 
Pembangunan. 
r. Tertingkatnya sarana prasarana fisik bidang pemuda dan olah raga  dalam rangka 
mendukung pembangunan.  
2. Struktur organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karanganyar. 
Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar No.30/Kep.KDH/A/2003 tentang 
Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut (gambar struktur organisasi 
dapat dilihat pada lampiran): 
a. Kepala Dinas 
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Mempunyai tugas dan fungsi bertanggung jawab atas segala pelaksanaan kegiatan 
yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. 
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub 
Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan. Bagian Tata Usaha mempunyai 
tugas melaksanakan urusan umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan. 
Fungsinya meliputi; penyelenggaraan urusan umum, penyelenggaraan urusan 
kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan 
perencanaan.  
c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan taman kanak-
kanak dan sekolah dasar.  Fungsinya meliputi: 
1) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pengajaran  Taman Kanak-kanak 
dan Sekolah Dasar. 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan Taman Kanak-kanak dan 
Sekolah Dasar. 
3) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan Taman 
Kanak-kanak dan sekolah Dasar. 
4) Pengelolaan sarana dan prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 
d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 
Fungsinya meliputi : 
1) Pengelolaan. pembinaan dan pengembangan pengajaran sekolah Menengah 
Pertama. 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan Sekolah 
Menengah Pertama. 
3) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan Sekolah Menengah 
Pertama. 
4) Pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah pertama. 
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e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang 
pendidikan Sekolah Menengha Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Fungsinya 
meliputi : 
1) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pengajaran Sekolah Menengah Atas 
dan Sekolah Menengah Kejuruan 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan Sekolah 
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 
3)  Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan Sekolah Menengah Atas 
dan Sekolah Menengah Kejuruan  
4) Pengelolaan sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 
Menengah Kejuruan. 
f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan luar sekolah, 
pemuda dan olah raga. Fungsinya meliputi : 
1) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan anak 
2) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan masyarakat. 
3) Penyelenggaraan, Pembinaan, dan pengembangan Pendidikan  pemuda dan 
olahraga. 
g.  Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang kurikulum  dan pengendalian mutu 
pendidikan. Fungsinya meliputi :  
1) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum serta pengendalian mutu 
pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 
2) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum serta pengendalian mutu 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 
3) Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum serta pengendalian mutu 
pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 
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h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas Pendidikan di Bidang Teknis.  
i. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
3. Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar 
 Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya wajih menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan  tugas 
dan fungsi pokok, Kepala satuan organisasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan Bupati,  Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanakan tugas 
kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan 
mengemban tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas 
dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara 
berkala. Setiap bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dapat memberikan saran dan 
pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil. Setiap kepala satuan organisasi 
wajib mengikuti dan rnematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan dari 
bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan diperrgunakan  sebagai 
bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Setiap 
laporan yang disampaikan kepada atasan untuk tembusan laporan disampaikan kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
 Kebijakan pembangunan bidang prasarana pendidikan diarahkan pada (1) 
Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu ; (2) 
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Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan 
industri ; (3) Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan 
tenaga kependidikan ; (4) Pemberdayaan lembaga pendidikan baik formal maupun 
informal di dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM sedini mungkin 
termasuk penguasaan IPTEK serta peningkatan imtaq secara terarah, terpadu dan 
berkelanjutan ; (5) Peningkatan akuntabilitas, transparasi serta efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pendidikan melalui upaya peningkatan mutu manajemen berbasis 
sekolah sesuai standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan. 
 Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh 
dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan: (a) program kerja disusun 
secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua 
tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung 
program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara 
berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara 
sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas. 
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat 
memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga 
dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan 
mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. 
Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai 
humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berahlak mulia, etika, 
wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas  jasmani. 
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik 
dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap 
perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik ditingkat lokal, nasional maupun 
global. 
Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar 
mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. 
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Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan 
menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan 
prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor 
berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orangtua maupun stakeholder lain di 
setiap tingkat pemerintahan. 
 
 
 
 
BAB III                                                                                                                             
DATA  DAN ANALISIS 
 
C. Data Penelitian 
         Penelitian ini mengkaji indikator variabel penelitian yang telah ditetapkan peneliti, 
yakni : (1) Efektivitas; (2) Responsivitas, dan (3)  Kualitas pelayanan. Masing-masing dapat 
dijelaskan sebagai berikut :  
1. Efektifvitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar. 
Efektivitas dalam suatu organisasi seperti Dinas Pendidikan,. Pemuda dan Olah 
Raga Kabupaten Karanganyar, bukan suatu benda, atau suatu tujuan, atau suatu 
karakteristik dari output atau perilaku organisasi, tetapi cukup suatu pernyataan dari 
relasi-relasi di dalam dan diantara jumlah yang relevan dari organisasi tersebut. Tetapi 
suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan, pemuda 
dan olah raga di Kabvupaten Karanganyar untuk menjalankan tuga spokok dan fungsinya 
berdasar kewenangan yang diperoleh. Sebagai organisasi pemerintahan memiliki tujuan 
tertentu yang harus dicapai secara efektif. Efektivitas artinya bahwa tujuan organisasi itu 
sedang, atau telah tercapai; efektivitas merupakan suatu yang hendak ditingkatkan oleh 
manajemen 
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Wawancara pada Rabu tgl 16 Desember dengan Tri Suranto Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Karanganyar diperoleh informasi bahwa : 
Dinas Dikpora Kabupaten karanganyar sesuai kewenangannya mempunyai tugas 
pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi pemerintah di bidang 
pendidikan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Fungsi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun mengacu 
pada kebijakan pendidikan nasional. Fungsi Dinas Pendidikan terkait dengan 
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yaitu fungsi pemerataan dan perluasan 
kesempatan belajar dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan Dasar Di Kabupaten 
Karanganyar. 
Pertimbangan hukumnya, yakni pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem pendidikan Nasional, pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberi 
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu 
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  Ditambahkan,  dalam pasal 11 ayat (2), 
bahwasannya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana 
guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh 
sampai dengan lima belas tahun. Maka, keberhasilan sistem pendidikan daerah 
dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut akan sangat menentukan kemampuan 
generasi mendatang untuk rnembangun kehidupan masyarakat. 
  
Program dan kebijakan pemerataan pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, tahun 2006-2010:  
a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sekolah swasta (termasuk pondok 
pesantren) dan  masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menuntaskan Wajar 9 
tahun. 
b. Mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang 
kurang baik secara sosial, ekonomi dan kultural melalui pendekatan dan program 
yang bersifat inovatif. 
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun. 
d. Pembangunan USB dan RKB bagi daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan. 
Menurut Sugiarto, sekretaris Kantor Dikpora Kabupaten Karanganyar dalam 
wawancara hari Kamis tgl. 17 Desmeber 2009 dijelaskan bahwa :  
Program dan strategi pemerataan pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
Kabupaten Karanganyar itu terutama diarahkan untuk : (a) Memperluas jangkauan 
dan daya tampung SMP, sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat. 
(b) Semuanya itu kan juga dimaksudkan agar dapat meningkatkan pemerataan 
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kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung 
termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, dari 
masyarakat miskin, dan anak yang  berkelainan. Itu tujuannya 
 
Sesuai dengan strategi pelaksanaan Program pemerataan  pendidikan 
Kabupaten Karanganyar, menurut Tri Suranto dalam wawancara tgl 16 Desenber 2009, 
ditujukan untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam jangka 5 
sampai l0 tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program pemerataan pendidikan 
di Kabupaten Karanganyar antara lain dilakukan melalui:  
a. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 
     Pembangunan USB dan RKB, bantuan Imbal Swadaya pembangunan RKB SMP 
Swasta serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan maupun fasilitas 
pendukung lainnya baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan memperhatikan 
mutu dan penyebarannya. 
b. Pengembangan Pola-pola Wajib Belajar Tingkat SMP 
      Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan memantapkan pola-
pola wajib belajar yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah 
kecamatan yang harus dituntaskan dalam rangka waktu 2 tahun lagi, yaitu tahun 
2008/2009. 
c. Subsidi Pendidikan bagi Sekolah Swasta 
      Pemberdayaan sekolah-sekolah swasta agar mampu menyelenggarakan pendidikan 
yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau 
masyarakat luas. Bentuk subsidi yang akan diberikan adalah dengan bantuan Imbal 
swadaya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pemberian Insentif bagi Guru 
Kelebihan Jam Mengajar serta Pembayaran Honor GTT. 
d.  Pemberian Beasiswa 
     Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu untuk membiayai 
pendidikan agar mereka memperoleh layanan pendidikan  dasar. Beasiswa ini 
diharapkan dapat menekan jumlah siswa putus sekolah  atau mengulang. Beasiswa ini 
agar  lebih terbuka untuk siswa berbakat dan berprestasi tetapi tidak mampu sehingga 
mereka dapat menyelesaikan pendidikan serendah-rendahnya sampai tingkat SMP. 
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     e.  Pembinaan Pesantren Salafiah  
    Pembinaan dan pengembangan pesantren salafiah terus dilakukan, agar anak usia 
sekolah l3-15 tahun yang lebih tertarik pada pendidikan keagamaan dapat terus 
berkembang. 
           f.  Pembinaan Pengembangan SMP Terbuka 
    Pembinaan dan pengembangan SMP terbuka khususnya pada daerah-daerah kecamatan 
sulit transportasi dan jumlah penduduk yang jarang, sehingga anak usia sekolah dapat 
bersekolah.  
Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia (SDM)  jangka panjang 
yang perlu disiapkan secara berencana.  Departemen Pendidikan sebagai lembaga yang 
bertanggungjawab terhadap bidang pendidikan sejak 8 Juli 2003, telah memiliki Undang-
undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar hukum 
dalam membangun pendidikan nasional yang menerapkan prinsip – prinsip demokrasi, 
desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.  
Sesuai hasil wawancara Senin 21 Desember 2009 dengan Tarsa, Kasi Tenaga 
Kependidikan Dikpora Kabupaten Karanganyar, diperoleh informasi bahwa : 
Visi pendidikan yang dilaksanakan Kantor Dikpora Kabupaten Karanganyar itu 
adalah iman dan taqwa lebih cerdas, terampil, bermoral dan berbudi luhur, kreatif 
dan produktif dan kesemua itu bermuara pada lebih sejahtera, berbudaya dan 
bermakna. Lha untuk  misinya adalah memberi layanan kebijakan pendidikan secara 
optimal pada satuan pendidikan prasekolah; pendidikan dasar (SD/SMP) dan 
pendidikan menengah (umum dan kejuruan) yang bermutu,  merata dan relevan. 
  
Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, 
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, 
peradilan, moneter dan fiskal,  agama serta kewenangan dibidang yang lain. Kewenangan 
bidang pemerintahan yang dilaksanakan daerah, termasuk di bidang pendidikan. 
Pendidikan merupakan kewenangan di bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
daerah, sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 33 
Tahun 2007, maka Dinas Pendidikan dalam melaksanakan fungsinya terkait dengan 
pelaksanaan Wajar Sembilan Tahun di Kabupaten Karanganyar menyesuaikan dengan 
kedua Undang-undang tersebut. 
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     2. Responsivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar 
Responsivitas merupakan respon atau daya tanggap oleh pihak administrasi publik 
terhadap aspirasi, tuntutan dan kebutuhan publik. Dimana masyarakat ingin agar birokrat 
tanggap terhadap permintaaan dan tuntutan dari publik dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan. Responsivitas adalah kemauan untuk membantu keinginan aspirasi masyarakat 
dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 
Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, 
keinginan, aspirasi masyarakat maupun tuntutan pengguna layanan. Responsivitas juga 
bisa sebagai kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan 
pelayanan secara ikhlas. 
Hasil wawancara hari  Selasa tgl 22 Desember 2009 dengan Heru Sugiatmoko, 
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Karanganyar, dinyatakan  bahwa: 
Mengenai masalah pelaksanaan program "wajib belajar" dalam pengertian "universdl 
education" 9 tahun, merupakan bentuk dari responsivitas dari Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar. Hal ini tentu saja harus didukung 
oleh anggaran pemerintah secara memadai, kan alokasi dana untuk pendidkkan cukup 
besar ya..... Lha terus untuk pendidikan dasar yang mencakup pendidikan tingkat SD 
dan tingkat SMP mau tidak mau harus dijamin oleh pemerintah juga to, logikanya kan 
gitu. Tapoi ya itu, karena Indonesia itu menganut kebijakan "civil society" yang 
mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat, sukses tidaknya pelaksanaan 
agenda pendidikan dasar 9 tahun tidak bisa diserahkan bulat-bulat kepada masyarakat. 
Konsekuensinya kan pihak pemerintah harus memahami dan wajib menyediakan 
anggaran yang cukup sesuai dengan prinsip 'negara pengurus (welfare state) yang 
menjadi latar belakang pemikiran ketika para pendiri bangsa kita itu merumuskan 
UUD 1945 yang menjadi andalah hukum bangsa kita ini. 
 
Program wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Karanganyar dilakukan 
baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Program jalur sekolah meliputi 
program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SMP. Pola-pola yang diterapkan di tingkat 
SD antara lain SD Reguler, SD Kecil, SD pamong, SD Terpadu, Madrasah lbtidaiyah, 
pondok pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A.  Sedang pola-pola untuk tingkat 
SMP adarah SMP Reguler, SMP Kecil, SMP Terbuka, SMP Terpadu, Madrasah 
Tsanawiyah, MTs Terbuka, pondok pesantren, SMPLB, SLB, dan Kelompok Belajar 
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paket B. Dari pola-pola tersebut, yang menjadi pola andalan adalah SMP Reguler, SMP 
Kecil, dan SMP Terbuka. SMP Reguler dan SMP Kecil  dikembangkan melalui 
pembangunan unit sekolah Baru (USB) dan penambahan ruang kelas baru (RKB).   
Untuk meningkatkan daya tampung, di daerah-daerah tertentu masih diterapkan 
sistem double shift (murid masuk pagi dan siang/sore hari). SMP Terbuka dikembangkan 
untuk menampung siswa yang tidak dapat belajar secara reguler pada waktu tertentu. Pola 
ini lebih menekankan agar  siswa belajar mandiri dan berkelompok melalui buku modul  
dan bimbingan guru pamong dan guru bina. 
Wawancara dengan Nur Halimah, Kasi Sarana bidang Pendidikan Dasar Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kamis 23 Desember 2009 didapat informasi bahwa : 
Sebenarnya begini mas, dengan dimulainya pelaksanaan otonorni daerah pada  tahun 
2001, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan utama di dalam pendidikan 
termasuk pelaksanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar seembilan tahun 
itu. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan 
tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Lha itu lagi, soal 
Dewan Pendidikan sebagai badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam 
rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 
Kabupaten/Kota, belum banyak memenuhi tugasnya dan fungsinya malah kurang 
nampak gitu lho..... Badan ini kan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan 
dukungan yang berwujud finansial, pemikiran, tenaga dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan kepengawasan. Mestinya, dengan dukungan tersebut maka 
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dapat mencapai sasaran dan tercapainya 
transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan keluaran pendidikan serta 
sebagai mediator antara pemerintah, DPRD dengan masyarakat. 
  
Tindak lanutnya kemudian dibentuk Dewan pendidikan di Kabupaten 
Karanganyar akan dapat memberikan perumusan kebijakan pendidikan di daerah yang 
bersangkutan, sehingga pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar bisa terlaksana secara 
optimal. Perlu juga difahami bahwa pengembangan paradigma MBS, bukanlah kelanjutan 
apalagi "kemasan baru”  dari Badan pembantu pelaksanaan Pendidikan (BP3). Dewan 
Pendidikan dan Komite sekolah bukan alat untuk "penarikan iuran", karena "penarikan 
iuran” yang dilakukan oleh BP3 terbukti tidak berhasil memobilisasi partisipasi dan 
tanggungawab masyarakat.  
Wawancara dengan Sugiarto, Kepala Bidang Pendidikan Menengah hari Selasa 
22 Desember 2009, diinformaiskan bahwa : 
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Lha iya itu lho mas, kan fungsi Dewan dan Komite sebagai jembatan antara sekolah 
dan masyarakat kok rasanya perlu digalakan ya...... Sekolah yang hanya terbatas 
personalianya akan sangat dibantu jika dibuka kesempatan bagi masyarakat luas 
untuk ikut memikirkan pendidikan di sekolah-sekolah. Sekolah yang masih sangat 
tertutup bagi kontribusi pemikiran dari masyarakat harus kita akhiri  dengan 
manajemen berbasis sekolah (MBS), dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk ikut serta memikirkan pendidikan di sekolah. Dengan konsep 
MBS, masyarakat akan merasa memiliki dan mereka akan merasa tanggungjawab 
untuk keberhasilan pendidikan di dalamnya. Jika pemikiran ini dapat terlaksana dan 
dapat diwujudkan, jangankan ”iuran” bahkan apapun yang mereka miliki (uang,  
barang,  tenaga, fikiran bahkan kesempatan) akan mereka abdikan untuk 
kepentingan pendidikan anak-anak bangsa yang berlangsung di sekolah-sekolah. 
Nah.... itu baru dukung positip bagi pendidikan kita, he....he... 
 
Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar telah mengupayakan pelaksanaan 
progam wajib belajar 12 tahun. Tim untuk mengumpulkan data usia SMA yang terkena 
putus sekolah dan yang belum sempat mendaftarkan ke jenjang pendidikan SMA sudah 
dibentuk. Tinm tersebut melibatkan aparat kelurahan hingga Rt/Rw. Untuk melaksanakan 
Wajar 12 tahun tersebut harus diperhatikan infrastruktur dan perangkat lainnya yang 
menunjang. Begitu juga tentang dana, karena untuk pelaksanaan program ini juga tentunya 
diperlukan dana. Misalnya, saat ini pemerintah memberikan bantuan bagi siswa SD/SMP 
yang kurang mampu. Dengan adanya wajar 12 tahun ini, pemerintah juga tentunya harus 
memberikan bantuan untuk mereka. Kalau sebelumnya bantuan itu hanya untuk siswa 
SD/SMP?, nantinya dengan adanya Wajar 12 Tahun ini, tentunya merekajuga perlu 
mendapat bantuan. 
     3. Kualitas Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 
Karanganyar  
Pelayanan publik merupakan pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan publik tertentu atau kepentingan publik, baik berupa penyediaan barang, jasa 
atau layanan administrasi. Kualitas pelayanan yang lebih luas cakupannya yaitu kualitas 
merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari pengertian ini menunjukkan 
bahwa proses pelayanan dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya, Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar memberikan layanan kepada masyarakat, 
termausk anak usia sekolah dasar sejak jenjang seklah dasar sampai sekolah menegah 
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pertama (9 tahun), kepada warga negara agar meningkat pengetahuan dan ketrampilannya 
dalam membaca dan menuliss. 
Kualitas pelayanan dapat diukur dari perspektif pelanggan (masyarakat), tingkat 
kepuasan pelanggan dalam mendapatkan pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan 
bagaimana proses pelayanan dalam upayanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Tolak 
ukur tinggi rendahnya kualitas pelayanan, tergantung pelanggan, apakah telah sesuai 
dengan harapannya dan tercermin dalam kepuasan masyarakat. 
Wawancara hari Senin 21 Desember 2009 dengan Sutrisno, Kasi Sekolah 
Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar 
diperoleh keterangan bahwa : 
Wah.... program Wajib Belajar sembilan Tahun itu sangat jelas kok mas. Tahu 
nggak, bahwa dengan adanya wajib belajar 9 tahun ini, diharapkan bisa mengurangi 
siswa yang drop out (DO), sebaliknya meningkatkan jumlah siswa SMP/MTs yang 
melanjutkan ke jejang tingkat menengah atas atau ke SMK. Di samping sedang 
mempersiapkan infrastruktur dan perangkat penunjang lainnya,  program ini sudah 
lama digulirkan dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya 
pendidikan wajar 12 tahun. Selain itu, mengingatkan ke pada siswa-siswa yang 
duduk di bangku SMP/MTs agar melanjutkan ke SMA/MA atau SMK. 
 
Program pendidikan dasar sembilan tahun di Kabipaten Karanganyar, merupakan 
salah satu upaya pemerintah Kabupaten  Karanganyar untuk mewujudkan critlcal mass itu 
dan membekali anak didik dengan ketrampilan dan pengetahuan dasar untuk melanjutkan 
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Untuk bekal menjalani kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan 
pilihan dan memanfaatkan produk-produk berteknologi tinggi, untuk mengadakan 
inieraksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok, dan antar bangsa. 
 Wawancara dengan Bambang Purwanto, Kepala Desa Buntar Kecamatan 
Mojogedang hari Rabu tgl. 23 Desember 2009, diperoleh informasi bahwa : 
Sebenarnya kita sudah lama tahu, kalau target nasional pemerintah adalah 
menjamin. bahwa sampai dengan 2015, semua anak, dimanapun di Indonesia ini, 
baik itu laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Target itu 
sejalan dengan target program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 
yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dengan indikator kinerja 
pencapaian. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada semua perangkat desa dan 
pemerintah kecamatan, agar semua warga di desa yang masih masuk usia sekolah 
maupun yang telkah lewat berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar sembgilan 
tahun.   
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Berdasar hasil laporan BPS Kabupaten karanganyar, bahwa angka partisipasi 
Kasar (APK) jenjang SMP/MTs mencapai 90% paling lambat pada 2009. Pelaksanaan 
wajib Belajar sembilan Tahun di kabupaten Karanganyar, sudah dianggap berhasil. Hal itu 
didasarkan pada angka partisipasi kasar (APK), atau angka masuk sekolah yang sudah 
tinggi. untuk SD, APK mencapai 106,890% dan APM mencapai 94,85%. untuk tingkat 
SMP APK  mencapai 101,03% dan APM hanya 76,32%. Untuk angka putus sekolah pada 
siswa SD sebesar 0,15% dan SMP 0,46%. sedangkan Angka Mengulang pada tingkat SD 
sebesar 4,26% dan pada tingkat SMP sebesar 0,52%  
Wawancara hari Kamis 24 Desember 2009 dengan Sudarmanto UPTD Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan Jumapolo Karanganyar diperoleh 
informasi bahwa : 
Secara lebih rinci pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar akan 
menggambarkan kondisi dan tingkat pencapaian pelaksanaan wajib belajar sembilan 
tahun yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar yaitu Dinas 
Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Nah, makanya lantas ketahuan bahwa semua 
perangkat organisasi Dipora Karanganyar, beberapa tahun diarahkan bagi 
keberhasilan program ini, sampai sekarang...... 
 
Pendidikan yang berkualitas juga dapat membebaskan masyarakat dari belenggu 
kemiskinan dan keterpurukan hidup. Pendidikan yang benar dan berkualitas adalah 
pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan 
kemauan, dapat membangkitkan generasi muda untuk menggali potensi dan 
mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan bangsa.  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Masih diperlukan tenaga guru atau tutor yang memiliki kompetensi untuk 
memfasilitasi pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Guru dan kepala 
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sekolah perlu lebih intensif dalam mendukung implementasi Undang-undang pendidikan 
Nasiuonal dalam berbagai pelaksanaannyam, sehingga tujuan dari program wajib belajar 
sembilan tahun dapat direalisasikan seuai rencana program yang telah ditetapkan. 
 
E. Pembahasan 
1.  Kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar 
dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. 
a.  Efektivitas. 
Pada prinsipnya tujuan efektivitas untuk memperoleh dan 
memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi sebaik mungkin 
dalam usaha organisasi itu untuk mencapai tujuan operasionalnya. 
Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi 
berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada 
tujuan yang layak dicapai dan optimal, kelihatannya lebih realitas untuk 
tujuan evaluasi, daripada menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang 
diinginkan sebagai dasar ukuran. 
Tingkah laku individu atau kelompok dalam menyokong 
organisasi mencapai tujuannya dan memperbaiki metode serta prosedur 
kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Melalui cara evaluasi hasil 
kerja organisasi untuk kemudian digantikan dengan metode yang lebih 
efektif, sehingga pegawai dalam organisasi tersebut tidak asal bekerja 
melaksanakan tugas yang dibebankan.  
Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal : 
Pertama, otonomi daerah dan desentrarisasi merupakan jawaban atas permasalahan 
lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa kemiskinan, 
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ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah 
pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentrarisasi fiskal 
merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era grobalisasi 
ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah. 
Era globalisasi yang membawa pengaruh dengan meningkatnya hubugan 
kerjasama antar bangsa menyebabkan perubahan dalam kebijakan pemerintah 
lndonesia, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan dasar. pengaruh yang sangat 
kuat pada umumnya adalah perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
yang diperlukan selain untuk pembangunan Nasional, juga untuk menghadapi 
persaingan dari negara-negara lain dalam pasar bebas.  
Wawancara tgl. 16 Desember 2009 dengan Kepala Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar didapat informasi bahwa : 
Program wajib belajar sembilan tahun itu untuk mendukung keberadaan 
Karanganyar sebagai kota pendidikan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai 
kebijaksanaan dalama pengembangan dan pembangunan pendidikan diarahkan 
untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, baik negeri maupun swasta. 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar memperhatikan upaya pengembangan 
kesempatan pendidikan masyarakatnya. Meningkatkan kualitas pendidikan dan 
penuntasan wajar 9 tahun menuju wajar 12 tahun, serta mendorong kemandirian 
masyarakat dalam pendidikan lebih lanjut, merupakan salah satu arah kebijakan 
dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan dalam bidang pendidikan. Hal ini tertuang 
dalam kebijakan publik yakni Keputusan Bupati Karanganyar 
No.l6/Kep.KDH/A/2008 tentang Rencana pembangunan Tahunan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat 
melalui terwujudnya pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan dan 
kesejahteraan sosial, kebudayaan, kependudukan, pemuda dan olah raga, tenaga 
dan transmigrasi. 
 
Kemajuan pendidikan di Kabupaten Karanganyar ditandai dengan 
pelaksanaan prograrn pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan 
semakin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai .jenis dan jenjang 
pendidikan.  
Wawancara pada hari Kamis tgl 17 Desember 2009 dengan Sugiarto, 
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar 
dijelaskan bahwa : 
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Program wajib belajar sembilan tahun yang dilaksanakan di Kabupaten 
Karanganyar itu ditandai adanya strategi pelayanan pendidikan telah dapat 
menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah 
jarang penduduk dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. secara rinci 
pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena berikut 
akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD tingkat SMP serta SMA. 
 
Strategi pelayanan pendidikan di Kabupaten Karanganyar, dimulai dari 
pemberdayaan Pendidikan Tingkat SD (SD dan MI), yakni :  
(1) Pada tahun 2007/2008, jumlah SD dan MI sebanyak 531, siswa tingkat I sebesar 
12.691, siswa seluruhnya sebesar 80.647 dan lulusan sebesar 12.302. Untuk 
menampung sejumlah sisrwa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 3.647 
dengan rincian 1.686 memiliki kondisi baik, 1.350 kondisi rusak ringan, dan 
611 kondisi rusak berat dengan jumlah rombel sebanyak 3469. Guru yang 
rnengajar di SD dan MI sebanyak 5.058 diantaranya yaitu sebanyak 3.925 
(77,64%) adalah layak mengajar, I .026 orang (20,29%) serni layak, dan 105 
orang (2.07%) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar 
mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 269 buah, 
lapangan olah raga sebanyak 329 dan ruang UKS sebanyak 467 buah. 
          (2)  Strategi pemberdayaan untuk tingkat SMP (SMP dan MTs), bahwa pada tahun 
2007/2008, jumlah SMP dan MTs sebanyak I18, siswa baru tingkat I sebesar 
11.637, siswa seluruhnya sebesar 33.563 dan lulusan sebesar 10-974, untuk 
menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 1.086, 
dengan rincian sebagai berikut 1004 memiliki kondisi baik, 65 dengan kondisi 
rusak ringan dan l7 dengan kondisi rusak berat dengan jumlah kelas (rombel) 
sebanyak 1001, sehingga masih dapat mernenuhi untuk kebutuhan ruang 
belajar.  
                Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 3372 di antaranya yaitu sebanyak 
2418 orang (71,71%) adalah layak mengajar, 437 orang (12,95%) semi layak 
dan 5 17 (15,374%) tidak layak mengajar. untuk menunjang kegiatan belajar 
mengajar di SMP dan MTs terdapat fasiiitas perpustakaan sebanyak 109, 
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lapangan olah raga sebanyak 73 ruang, dan UKS sebanyak 99 buah serta 
labolatorium sebanyak 170 unit. 
   b.  Responsivitas 
   Dalam sistem pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberdayaan 
sistem pendidikan di Kabupaten Karanganyar, hasil wawancara hari 
Selasa tgl 22 Desember 2009 dengan  Sukiasto, Kasi Prasarana Dikmen 
Dinas Dikpora Kabupaten Karanganyar, dijelaskan bahwa  
Dinas lebih memilih pendekatan paling sederhana berupa pelayanan pada anak-anak 
putus sekolah yang diarahkan mengikuti paket B di mana 
pendidikan paket B ini setara dengan jenjang pendidikan SMP. 
Anak-anak putus sekolah tidak kehilangan kesempatan untuk 
melanjutkan ke jenjang lebib tinggi, meskipun mengikuti paket B 
yang setara dengan jenjang pendidikan SMP tersebut. 
  
             Strategi ini dikembangkan sebagai ujung tombak mengurangi 
jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP yang masih 
cukup banyak terjadi di wilayah pedesaan di Kabupaten Karanganyar. 
Perlakuannya tidak memerlukan persetujuan dari sekolah formal, 
karena program kejar paket B ini telah diakui sebagai program 
pendidikan untuk pendidikan lanjut kejar paket A dan drop-out dari 
anak-anak usia sekolah SMP yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang 
poendidikan SMP. 
               Mengenai pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun itu, tidak 
lepas dari pengertian belajar untuk memperoleh pengetahuan dan sikap 
berpengetahuan. Hal ini sesuai tujuan program wajiba belajar sembilan 
tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. 
Pemberian pengetahuan lanjut sejak lulus dari jenjang sekolah dasar 
dimaksudkan agar anak putus sekolah tidak berhenti pengetahuannya. 
Wawancara hari Kamis  tgl. 23 Desember dengan Kasi Sarana Kabid 
Dikdas Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh keterangan bahwa : 
Prinsip-prinsip motivasi adalah memberi penguatan, sokongan, arahan pada perilaku yang 
erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam belajar yang telah 
ditemui oleh para ahli ilmu belajar. Masalah pokok yang dihadapi 
mengenai belajar adalah proses belajar, karena ia dalam sistem 
black box yang tidak dapat diamati secara langsung dan sulit 
menentukan kapan terjadinya perubahan perilaku pada diri 
seseorang. Belajar merupakan suatu proses yang rumit dan unik. 
Kita hanya dapat mengamati perilaku belajarnya, dan kita hanya 
dapat mengamati terjadi perubahan perilaku tersebut setelah 
dilakukan penilaian. Dalam hubungan inilah para ahli mencoba 
mengembangkan berbagai teori tentang belajar. Memberikan 
motivasi kepada siswa, berarti kita memberdayakan afeksi mereka 
agar dapat melakukan sesuatu, melalui penguatan langsung 
(eksternal), penguatan pengganti, dan penguatan diri sendiri. 
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Upaya Dikpora Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan 
motivasi belajar yang dikembangkan melalui program wajib belajar 
sembilan tahun itu berhubungan erat dengan konsep belajar, ternyata 
banyak kebutuhan yang diperoleh dari kebudayaan yaitu ; kebutuhan 
prestasi (need for achievement), kebutuhan akan afiliasi (need for 
affiliation), dan kebutuhan akan kekuasaan (need for fower). Manakala 
kebutuhan seseorang terasa sangat mendesak, maka kebutuhan akan 
termotivasi orang tersebut untuk berusaha keras memenuhi kebutuhan 
tersebut. 
Program wajib belajar sembilan tahun Kabupaten Karanganyar 
mengandung motivasi belajar yang secara instrinsik merupakan 
kegiatan belajar dimulai dan diteruskan, berdasarkan penghayatan 
sesuatu kebutuhan dan dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan 
aktivitas belajar. Misalnya belajar karena ingin memecahkan suatu 
permasalahan, ingin mengetahui mekanisme sesuatu berdasarkan 
hukum dan rumus-rumus, ingin menjadi seorang profesor atau ingin 
menjadi seseorang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. 
Keinginan ini diwujudkan dalam upaya kesungguhan seseorang untuk 
mendapatkannya dengan usaha kegiatan belajar, melengkapi catatan, 
melengkapi literatur, melengkapi informasi, pembagian waktu belajar. 
Bukan berarti instrinsik itu dapat berdiri sendiri tanpa sokongan 
dari luar seperti guru, orang tua dalam menyadari anak didiknya untuk 
belajar dan memiliki pengetahuan, peran yang seperti ini akan 
 lxvii 
berpengaruh pada diri seseorang dalam menanamkan kesadaran belajar. 
Pada intinya motivasi instrinsik adalah dorongan untuk mencapai suatu 
tujuan yang dapat dilalui dengan satu-satunya jalan yaitu belajar, 
dorongan belajar itu tumbuh dari dalam diri subjek belajar. Memberikan 
motivasi kepada siswa, berarti memberdayakan afeksi mereka agar 
dapat melakukan sesuatu, melalui penguatan langsung (eksternal), 
penguatan pengganti dan penguatan diri sendiri. 
           c.  Kualitas Pelayanan. 
Suatu instansi pemerintah dapat saja menyebutkan bahwa kualitas pelayanan 
sebagai program layanan terbaik yang dapat memuaskan masyarakat. Namun, sudah 
pasti antara satu instansi dengan instansi lainnya tidak akan sama, karena proses dan 
bentuk layanan yang diberikan instansi pemerintah tersebut berbeda-beda tergantung 
pada jenis tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya. 
Program pelayanan kepada masyarakat/pelanggan dengan bertitik tolak dari 
konsep kepedulian kepada kebutuhan masyarakat terus dikembangkan, sehingga 
sekarang ini program layanan/pelayanan telah menjadi salah satu alat utama dalam 
melaksanakan strategi pencapaian program kerja suatu instansi. Kepedulian kepada 
kebutuhan masyarakat dalam manajemen pemerintahan modern telah dikembangkan 
menjadi suatu pola layanan terbaik. 
Hasil wawancara hari Rabu tgl. 16 Desember 2009 dengan Tri Suranto Kepala 
Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh informasi bahwa : 
Setiap individu pegawai dalam organisasi Kantor Dikpora Kabupaten 
Karanganyar dalam rangka mencapai hasil optimal dari program wajib belajar 
sembilan tahun itu, maka seluruh pegawai ikut berperan aktif dalam 
mengembangkan hubungan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. 
Sebagai marketer, harus berusaha menciptakan hubungan “win-win” dalam 
jangka panjang, saling percaya dan memperkokoh ikatan ekonomis, teknis dan 
sosial antara Kantor Dikpora dan masyarakat belajar. Hal ini perlu dilakukan 
dengan menjanjikan dan menyampaikan mutu yang tinggi dan pelayanan dengan 
intensitas tinggi (Pelayanan prima). 
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Hubungan yang saling menguntungkan artinya kedua pihak harus dapat 
menumbuhkan rasa saling percaya, saling mengenal, dan adanya  keinginan untuk 
saling membantu. Kantor Dikpora Kabupaten Karanganyar berusaha untuk 
memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang anggota keluarganya 
membutuhkan pembelajaran lanjut setelah putus sekolah dasar dan masyarakat 
diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kesediaan untuk mengikuti prosdedur 
administrasi sebagai peserta wajib belajar sembilan tahun (Paket B dan seterusnya) 
secara memadai. Tujuan akhir dari pembinaan hubungan ini yaitu menciptakan assets 
yang merupakan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di 
Kabupoaten karanganyar. 
Hasil wawancara hari Kamis 24 Desember 2009 dengan Sutrisno, Kasi 
Sekolah Menengah Pertama Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh informasi 
bahwa : 
Berdasarkan APK yang dilaporkan pada Akntor Dsikpora Kabupaten 
Karanganyar, ada ternyata APK tertinggi terdapat ditingkat SD/MI yaitu sebesar 
106,890/o dan yang terendah di tingkat SMP yaitu 78,95%  Tingginya APK 
adalah akibat banyaknya siswa dari luar deerah yang berada di jenjang tersebut. 
Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan gender dilihat dari 
APK pada tingkat SD untuk laki-laki ll0,26, perempuan 103,52 untuk tingkat 
SMP laki-laki 104,04 dan perempuan 98,02 (laki-laki lebih tinggi) sedangkan 
tingkat SM laki-laki 73,30 dan perempuan B4,S9 (perempuan lebih tinggi). 
 
APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 91,85 dan yang 
terendah di tingkat SM P yaitu 52,48 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui 
bahwa pada tingkat SD/MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak 
dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling 
baik yaitu terdapat di tingkat SD/MI. 
Bila sekolah antar jenjang dibandingkan, maka makin tinggi sekolah makin 
kurang, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SD berbanding tingkat SMP sebesar 4 
: 8 dan tingkat SMP berbandig tingkat SM sebesar I . 23. Makin sedikitnya jumlah 
sekolah jenjang yang makin tinggi menunjukkan makin kurangnya jumlah sekolah 
yang diperlukan di suatu daerah. 
Lebih lanjut Sutrisno, Kasi Sekolah Menengah Pertama Dikpora Kabupaten 
Karanganyar dalam wawancara hari Kamis 24 Desember 2009 menjelaskan bahwa :  
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Indikator berikutnya adalah tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, 
siswa per guru kelas per ruang dan kelas per guru, Rasio siswa per sekolah 
terdapat di tingkat SD dengan angka 146,48. Hal itu menunjukkan bahwa 
sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari 
adanya tipe sekolah yaitu tipe A,B,C dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat 
pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada 
kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terpadat di tingkat 
SMP/MTs yaitu 35,17 dan terjarang lerdapat di tingkat SD/Ml yaitu 22,56. 
 
Rasio siswa per guru juga bervariasi denagan rasio terbesar terdapat pada 
tingkat SD yaitu 15,58 dan terendah pada SM/MA yaitu 8,5. Besarnya rasio siswa 
per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang 
paling sering digunakan adalah pada tingkat SD,MI yaitu sebesar 0,95. Hal itu 
berarti, bahwa pada tingkat tersebut tidak memerlukan ruang kelas tambahan jika 
diharapkan jumlah kelas sama dengar, jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas 
yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah  yang terdapat di tingkat SD, 
SMP dan SM. 
 Sejalan dengan perbandingan antara sekolah ili tingkat SMP dan SD yang 
cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitul 0l,48 
(138% berasal dari luar daerah) Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan 
maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke 93 
tingkat SM lebih kecil (89,34%) dibanding dengan angka melanjutkan ke tingkat 
SMP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena banyak siswa yang 
melanjutkan ke sekolah diluar Kabupaten Karanganyar. 
Rendahnya jumlah sekolah di jenjang makin tinggi dapat dilihat pada 
tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SD tingkat pelayanan sekolab iebih besar 
yaitu sebesar 131 jika dibandingkan dengan tingkat SMP atau SM Hal itu disebabkan 
karena tingkat SD telah terjadi pemerataan dan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun 
telah berhasil. Sebaliknya, untu tingkat SMP dan bahksn tingkat SMP dan bahkan 
tingkat SM, dilihat dari tingkat pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan 
pada TPS tingkat SMP sebesar 36 dan lebih besar di tingkat SM sebesar 35. 
Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SMP dan SM juga karena akibat 
perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat ditingkat 
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SD dan terkecil terdapat di tingkat.SM. Disamping itu, banyaknya desa tertinggal 
juga mempengaruhi kineria pendidikan dasar dan menengah. 
Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat  SD/MI 
mempunyai kemampuan yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SMP/MTs 
dan tingkat SMA/MA. Kemampuan yang  lebih unggul ini diambil dari banyaknya 
nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut. 
Pada tingkat SD (SD/MI); Berdasarkan .APK yang ada ternyata porsi APK terbesar 
adalah SD yaitu l04,55% jika dibanding dengan MI yaitu sebesar 2,28% . Hal yang 
sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada 
perbedaan jender baik di SD maupun di MI.Untuk desa dan kota, ternyata juga 
terja.di perbedaan yaitu kota lebih baik dibandingkan dengan desa baik untuk SD 
maupun MI. Dengan demikian, dapiat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang 
lebih baik dibandingkan dengrn MI. Di daerah ini anak yang bersekolah di SD lebih 
banyak dibandingkan dengan MI sesuai dengan jumlah sekolah yang ada. 
Hasil wawancara hari Kamis 24 Desember 2009 dengan Endro Sulastiwi, Kasi 
Sekolah Dasar Dikpora Kabupaten Karanganyar diperoleh informasi bahwa : 
Indikator berikutnya adalah tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, 
siswa per guru, kelas per ruang dan kelas per guru. Rasio siswa per sekorah 
terpadat di tingkat SD dengan angka 154,25I. Hal itu menunjukkan bahwa SD di 
daerah ini sangat diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah 
seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyaiaannya juga sangat 
bervariasi. Rasio siswa perkelas di SD adalah 26,60 dan MI adalah 14,31. Hal ini 
menunjukkan telah cukupnya SD dan MI yang ada. 
 
         Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada 
tingkat SD yaitu 16,27 sedang di MI sebesar 8,13.. Besarnya rasio siswa per guru ini 
menunjukkan kurangnya guru di SD dibandingkan di MI. Ruang keras yarng paling 
sering digunakan adalah di MI yaitu sebesar 1,04 sedangkan di SD sebesar 0,95. Hal 
ini berarti, bahwa pada pada MI masih memerlukan ruang kelas tambahan jika 
diharapkan jumlah keras sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas 
yang digunakan lebih dari sekali. Namun bila dlihat dari jumlah sekolah maka 
tingkat perayanan sekolah di SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan MI. 
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           Berdasarkan indikator yang disampaikan responden (Ibu Endro Sulastiwi) 
terdapat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat 
dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih unggul dibanding dengan MI. 
Kinerja yang lebih unggul ini, diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada 
SD. Oleh karena itu agar kinerja SD sebanding dengan MI, diperlukan penanganan 
lebih lanjut untuk MI. 
           Dengan melihat hasil indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan 
penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal tidak mempengaruhi 
pencapaian indikator premerataan.Hal itu dirunjukkan dengan masih tingginya 
angka partisipasi bersekolah. Selanjutnya bila dilihat dari tabel indikator dapat 
diketahui bahwa terdapat hubungan antara partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila 
AFK tingkat MI rendah, ternyata rasio siswa per kelas juga rendah yaitu 14,31. Hal 
itu menunjukkan minat bersekolah di tingkat MI rendah, hal itu disebabkan karena 
kesulitan ke sekolah yang berarti di daerah itu merupakan daerah sulit sehingga anak 
tidak bersekolah. Selain itu, bila dilihat dari desa tertinggal ternyata hampir sebagian 
sekolah tersebut terdapat di desa tertinggai. Tambaltan pula kepadatan anak usia 7-
12 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan 
pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat dari 
pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa 
mengikutsertakan faktor diluar pendidikan yang mempengaruhi. 
 Pada Tingkat SMP (SMP dan MTs) : berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi 
APK terbesar adalah SMP yaitu 91,340 jika dibandingkan dengan MTs yaitu 12,70. 
Hal yang sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih 
ada perbedaan jender baik di SMP maupun MTs, yaitu masih banyak siswa berjenis 
kelamin laki.laki dari pada perempuan. Banyaknya Porsi SMP pada APK dan APM 
disebabkan anak bersekolah di SMP lebih banyak dibandingkan dengan MTs dan 
sesuai dengan jumlah sekolah yang ada SMP lebih banyak jika dibandiingkan 
dengan MTs. untuk melihat kinerja SMP dan MTs, indikator berikut rasio siswa per 
sekolah. siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. 
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Rasio siswa per sekolah terpadat  di SMP dengan angka 309. yaitu menunjukkan 
bahwa SMP di daerah ini lebih diminati. Rasio siswa per kelas di SMP adalah 36 
dan MTs adalah 33. Hal ini menunjukkan masih kurangnya siswa SMP dan MTs di 
daerah tersebut jika ada ketentuan siswa per kelas 40 anak. 
 
2.  Kendala-kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan 
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. 
 Program wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun (wajar Dikdas) telah 
berlangsung sejak dicanangkan yaitu ranggal 2l Mei 1994 yang lalu. sebelum tahun 1994, 
telah dilaksanekan program perintisan wajar Dikdas selama lima tahun dengan maksud 
untuk mencari pola-pola pelaksanaan setelah pencanangan dilakukan. Telah banyak yang 
diperoleh selama kurun waktu tersebut diantaranya adalah bertambahnya sejumlah SMP 
Negeri baru dan ruang kelas yang baru pada SMP yang sudah terbangun sebelumnya. 
Pada hakekatnya pelaksanaan Wajar Dikdas di Kabupaten Karanganyar sudah 
dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, dalam pelaksanaan Wajar Dikdas di 
Kabupaten Karanganyar tersebut tentunya rnengalami kendala kendala yang tidak mudah 
untuk dihadapi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 
9 tahun antara lain: keterbatasan anggaran pendidikan, kemampuan ekonomi masyarakat 
yang masih rendah terutama di daerah, dan tidak adanya kerja sama yang bersinergik 
antara berbagai instansi pemerintah dalam rangka menunjang program Wajib Beiajar. 
Dari sisi yang lain. persentase tamatan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan pendidikan 
ke jenjang SMP masih cukup besar, dan diperparah lagi masih terdapatnya angka putus 
sekolah pada jenjang pendidikan SMP yang cukup tinggi. 
 Pada daerah-daerah sulit dan daerah terpencil, pelayanan pendidikan terasa 
masih sangat kurang mendapat perhatian. Hal ini berakibat pada kurangnya pemerataan 
kesempatan untuk mernperoleh pendidikan. Sebagaian besar pendirian lembaga-lembaga 
pendidikan sekolah yang diprakasai oleh masyarakat masih berorientasi pada daerah 
perkotaan, sehingga perlu alternatif layanan pendidikan khususnya bagi masyarakat 
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kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, daerah sulit, dan 
terpencil). 
Walaupun pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten 
Karanganyar, dapat dikatakan berhasil, namun masih terdapat sejumlah masalah dan 
tantangan yang harus diselesaikan. Karena itu, 100 kebijakan, strategi, dan program 
penuntasan program pendidikan dasar sembilan tahun hendaknya lebih memperhatikan 
masalah-masalah yang menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program wajar 
9 tahun. Masalah-masalah tersebut, disamping masalah krisis ekonomi yang harus 
mendapat perhatian terdapat kendala-kendala yuridis.  
Pelaksanaan program wajib Belajar Pendidikan Dasar sekarang tidak intensif 
karena tidak didukung oleh Undang-Undang Wajib Beiajar sehingga kelalaian pemerintah 
ataupun orang tua untuk melaksanakan program Wajib Belajar tidak dapat dituntut secara 
hukum. Pemerintah tidak dapat dituntut secara hukum oleh rakyat jika tidak 
menyelenggarakan pedidikal hingga SMP secara tuntas bagi setiap warga negara 
lndonesia. Demikian pula orang tua anak didik tidak dapat dituntut oleh penegak hukum 
jika tidak mengizinkan putra-putrinya untuk menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat 
SMP. Akibatnya adalah karena tidak adanya undang-undang Wajib Belajar hingga tingkal 
SMP, tidak ada jaminan untuk menuntaskan progam Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 
tahun. Pengadaan Undang-Undang tentang Wajib Belajar menjadi sangat penting.  
3. Upaya yang ditempuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Wajib Belajar 
Sembilan Tahun. 
Wajib Belajar Sembilan Tahun. Penuntasan wajib belajar untuk menuntaskan 
wajar 9 tahun, sejumlah program eserrsial dan produktif yang dilaksanakan oteh Dinas 
Penddikan Kabupaten Karanganyar, antara lain: 
a. Melanjutkan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) 
bagi daerah yang membutuhkan, khususnya di daerah pedesaan. Pembangunan RKB 
dcngan memperhatikan faktor yang sama dengan tetap memberi perhatian dan 
bantuan kepada sekolah sekolah swasta Yang membutuhkan. 
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b. Memberdayakan dan meningkatkan mutu SMP Terbuka. Hal ini dilakukan melalui 
konsolidasi dan perbaikan manajemen kelembagaan, peningkrttan kualitas guru bina 
dan pamong, perbaikan mutu buku modul, perbaikan proses belajar mengajar, dan 
peningkatan dukungan dan kerjasama dengan masyarakat. 
c. Melaniutkarn pengadaan guru-guru kontrak untuk mengatasi kekurangan tenaga guru 
di daerah-daerah yang membutuhkan. Namun demikian pengadaan guru kontrak 
tetap di fokuskan pada pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan. 
d. Melanjutkan pengadaan buku mata pelaj.aran yang berkualitas sehingga rasio buku 
dan murid mencapai l:1 untuk setiap mata pelajaran, oleh karena itui berbagai 
kegiatan pokok perlu diperhatikan arrtara lain perbaikan/revisi buku teks, pengadaan 
buku berdasarkan analisis kebutuhan atau permintaan sekolah, dan pemberian grant 
untuk pembelian buku sehingga sekolah mendapatkannya secara tepat jumlah dan 
tepat waktu. 
e. Meningkatkan bantuan bagi sekolah swasta yang mempunyai status akreditasi diakui 
dan terdaftar dalam pengadaan ruang kelas baru (RKB),buku dan alat pelajaran, dan 
tenaga kependidikan serta bantuan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar 
dalam rangka peningkatan kompetensi mengajar di sekolah. 
f. Melanjutkan upaya peningkatan kualifikasi guru tenaga pendidik sehingga secara 
berangsur-angsur mereka dapat mencapai tingkat pendidikan Sl. 
g. Memperhatikan secara lebih serius penanganan anak usia sekolah 7-15 tahun yang 
merupakan target. Target khusus wajib belaja rpendidikan dasar 9 tahun, seperti 
anak-anak yang berasal dari daerah terpencil, anak-anak daerah kumuh anak-anak 
jalanan, dan kelompok anak-anak. lain yang masih belum terjangkau pelayanan 
pendidikan dasar. 
h. Melanjutkan program jaring pengaman sosial di bidang pendidikan melalui program 
pembenan beasiswa bagi siswa SD dan SMP yang kurang mampu, serta pemberian 
Dana Bantuan operasionar (DBO) bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah-
daerah masyarakat miskin. Melibatkan partisipasi serta kekuatan, seperti pamong 
desa tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan kewanitaan, cendekiawan, dan 
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usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan wajib beiajar 9 tahun betul-betul 
merupakan gerakan sosial. 
Upaya-upaya yuridis lain dalam mengatasi permasalahan yang munculdalam 
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan  program Wajib Belajar 9 tahun agar 
mampu berhasil sesuai dengan yang diharapkan antara lain: 
a. Melalui pengadaan program Bea Siswa dari pernerintah bagi anak-anak yang 
mempunyai kemampuan namun tidak mempunyai biaya--yang memadai dalam 
menempuh pendidikan melalui . dana yang berasar dari APBN dan dana APBD bagi 
pembangunan, di bidang pendidikan. 
b. Melalui dana bea siswa dari Gerakan orang Tua Asuh (GN-OTA). Gerakan Nasional 
orang Tua Asuh (GN-OTA) merupakan gerakan bersama pemerintah yang 
dilaksanakan secara nasionar untuk mendukung/menunjang pementasan program 
wajib berajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan lembaga sosial masyalakat yang 
dibentuk untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan GN-OTA, bertujuan 
untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagai orang tua asuh 
untuk membantu anak-anak usia sekolah termasuk anak-anak penyandang cacat dari 
keluarga miskin atau keluarga yang tinggal di daerah terpencil agar mereka dapat 
mengikuti wajib behjar pendidikan dasai 9 tahun secara rrerkesirnmbungan sampai 
tamat. peraksanaan Gerakan orang Tua Asuh ini mempunyai landasan hukum yang 
kuat, meliputi : 
1) UU No. 32 tahun 2007 tertang pemerintah Daerah yang telah memperkuat 
otonomi Daerah memiliki kewenangan yang sangat besar termasuk kewenangan 
untuk mengelola pendidikan dasar di daerah sedangkan GN-OTA membantu 
program tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di daerah masing-masing. 
UU No. 16 tahun 2007 tentang yayasan yang telah memperkuat kedudukan dan 
posisi yayasan lembaga GN-OTA dalam mengernbangkan program GN-OTA.  
2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perundangan anak yang telah memperkuat 
pemahaman kita bahwa membantu anak usia sekolah  dari keluarga kurang 
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mampu adalah tugas kita semua dalam mendukung program wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun. 
Dengan landasan hukum yang ada memperjelas serta mempertegas bahwa 
pelaksanaan GN-OTA merupakan landasan hukum yang kuat didukung oreh perataan 
perundang-undangan daam melaksanakan visi, misi, tugas dan tungsi GN- OTA Visi 
yang hendak dicapai dalam pelaksanaan GN-OTA yaitu terwujudnya pemerataan 
kesempatan pendidikan bagi setiap anak bangsa melalui pembudayaan tradisi masyarakat 
sebagai orang tua asuh demi masa depan bangsa”. 
 
 
 
BAB IV 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, 
penulis telah mencermati fungsi Dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan profram wajib 
beiajar sembilan tahun di Kabupaten Sieman, dengan mengacu pada anarisis data dari hasir 
peneritian, dapat disimpulan antara lain : 
1. Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam 
pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dapat dilihat dari kajian dari 
masing-masing indikator dari variabel penelitian ini, yakni : 
a. Efektivitas, bahwa pelaksanaan program wajib relajar sembilan tahun telah didukung 
secara luas oleh seluruh elemen pemerintah Kabupaten Karanganyar dan instansi 
terkait serta di dukung oleh masyarakat karena masyarakatr yang paliong 
membutuhkan pelaksanaan program wajib relajar sembilan tahun itu.  
b. Responsivitas, bahwa pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga telah memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat akan 
 lxxvii 
pendidikan dasar warganya, terutama yang putus sekolah dasar dan memfasilitasi 
lepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui program wajib relajar sembilan 
tahun. 
c. Kualitas pelayanan, melalui angka penilaian kerja yang telah ditetapkan ternyata 
untuk tingkat SD mencapai lebih dari 75 % dari sasaran yang ditetapkan, sedangkan 
untuk SMP telah mencapai 93 % dari angka standar yang ditetapkan.  
2. Kendala-kendala dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pelaksanaan 
program wajar sembilan Tahun di Kabupaten Karanganyar sudah dapat dikatakan 
berhasil, namun masih terdapat kendala-kendala yuridis, yaitu belum adanya undang-
undang khusus yang mengatur tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun. 
3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Dinas pendidikan Kabupaten Karanganyar dalam 
mengatasi kendala-kendala.dalam rangka pelaksanaan Program Wajar Sembilan Tahun 
yaitu mengacu kepada peraturan penrudang-undangan yang relevan, terkait dengan 
Program Wajar Sembilan Tahun. 
 
B.   Saran 
1. Perlu kebijakan yang bersinergik melalui upaya pengembangan kerja sama lintas sektoral 
dan lintas disiplin dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk 
menunjang prograrn wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang pendidikan, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik di 
masa depan. baik bagi pribadi, keluarga masyarakat, dan bangsa. 
2.  Guna mendukung keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan 
upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, jalinan kerjasama antara tokoh-tokoh 
masyarakat (toma) tokoh-tokoh agama (toga) dan orang tua dengan pemerintah, 
hendaknya juga terus ditingkatkan. Hal ini penting karena tugas pendidikan merupakan 
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa. Tanpa 
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keterlibatan semua pihak, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa niscaya tidak berhasil 
dengan baik. 
3. Perlu adanya suatu undang-undang tentang wajib Belajar yang memuat ketentuan-
ketentuan tentang: 
a. Sasaran program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan wajib Belajar 
Pendidikan Menengah l2  Tahun. 
b. Rentang usia peserta didik yang wajib belajar, dimana ada toleransi usia anak 
sekolah untuk menuntaskan pendidikan di SD, SMP, dan SMA. 
c. Tempat belajar tidak terbatas pada sekohh-sekolah formal yang, diselenggarakan 
oleh pemerintah dan masyarakat swasta tapi juga pada sistem pendidikan 
kemasyarakatan di pondok pesantren dan Seminar, dimana semua peserta didik yang 
beiajar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan pesantren/Seminari baik negeri dan 
swasta mendapat subsidi yang sama dari pemerintah. 
d. Semua lembaga pendidikan formal dan kemasyarakatan mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama untuk mendapatkan  fasilitas penunjang pelaksanaan wajib 
belajar. 
e. Adanya sanksi dau prosedur program wajib belajar sanksi penyelenggaraan  
pendidikan. pelaksanaan sanksi bagi pelanggar untuk peserta didik, orang tua, dan 
penyelenggara pendidikan. 
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